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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala
rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2017 dapat diselesaikan.
Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara transparan dan akuntabel.
Penyusunan Laporan ini merupakan langkah perwujudan good
governance di mana setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Dalam mewujudkan hal
tersebut, maka pelaksanaan program pengembangan infrastruktur
wilayah serta dukungan manajemennya kinerja harus dilaksanakan
secara konsisten dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan
fungsi BPIW. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2017 BPIW telah
berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya tujuan dan
sasaran serta visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian
PUPR.
Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perencanaan
dan pelaksanaan di tahun yang akan datang. Tidak lupa kami ucapkan
terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan
pelaksanaan program dan kegiatan BPIW serta mengajak untuk terus
bekerja keras mewujudkan Infrastruktur PUPR yang terpadu
kedepannya.

KATA PENGANTAR

Rido Matari Ichwan

Kepala BadanPengembangan

Infrastruktur WIlayah

Jakarta, Januari 2018
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2017 merupakan
perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu bagian dari entitas
akuntabilitas pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsinya selama tahun 2017 kepada masyarakat melalui Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai langkah Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang
telah dicapai selama tahun 2017. Laporan kinerja disusun dengan mengacu pada
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.
Pencapaian pada tahun 2017 ini dapat dilihat dari sasaran strategis BPIW sebagai
berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan” dengan indikator
“indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan
kawasan” tercapai sebesar 88,90%.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran” dengan indikator “Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanan,
pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR” dapat tercapai
sebesar 91,83%.

Selain capaian sasaran strategis, pencapaian BPIW pada tahun 2017 dilihat dari sasaran
programnya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun
perdesaan”

• indikator 1 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan” dapat
tercapai sebesar 89,23%;

• indikator 2 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam
WPS” dapat tercapai sebesar 90,84%;

• indikator 3 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS” dapat tercapai
86,62%.

2. Sasaran Program “Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman
infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan,
kluster industri maupun perdesaan”:

• indikator 1 “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi)
dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS” dapat tercapai sebesar 95,33%;

• indikator 2 “Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) -
disparitas kebutuhan dengan pemrograman” dapat tercapai sebesar 88,34%.
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Pengungkit keberhasilan pencapaian kinerja BPIW:
1. Pada TA 2017 penyesuaian anggaran tidak terlalu signifikan bila dibandingkan

dengan TA 2016;
2. Pada tahun 2016 masih menggunakan acuan dokumen renstra saja, sementara

pada tahun 2017, selain menggunakan dokumen renstra juga menggunakan
dokumen perencanaan secara komprehensif, yang terdiri dari: RTRWN/P,
RPJPMN/D, Renstra, RIPI, MPDP;

3. Program arahan BPIW pada tahun 2017 sudah mengacu pada hasil prakonreg 2016,
sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 masih mengacu pada hasil pra konreg
masing-masing Unor;

Adapun dalam hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2017 yaitu:
1. Proses Bisnis BPIW saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sehingga

masih diperlukan koordinasi yang kuat antar pusat untuk menghasilkan output yang
inovatif, mudah diimplementasikan, serta mudah dipahami oleh sektor;

2. Alat ukur keterpaduan yang digunakan masih bergantung pada anggaran, sehingga
hasil perhitungan tingkat keterpadauan sangat bergantung pada besarnya anggaran
sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan;

3. Adanya beberapa program yang didrop akan berpengaruh secara langsung
terhadap besarnya nilai keterpaduan.

Disamping pencapaian sasaran program, terdapat output-output yang dihasilkan dari
kegiatan-kegiatan Unit Kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun
2017 antara lain:
1. Review Renstra Kementerian PUPR 2015-2019;
2. Dokumen Rumusan Program tahun 2018 untuk 34 Provinsi;
3. Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program WPS (Penajamaan MP&DP 31

WPS (diluar WPS Perbatasan (WPS 21, 19, 34) dan WPS Pulau-pulau Kecil Terluar);
4. Masterplan dan Development Plan Kawasan Strategis Labuan Bajo dan Patimban;
5. Masterplan dan Development Plan pengembangan Kawasan Perkotaan (4 Kota

Baru: Sorong, Makassar, Manado, dan Palembang; 3 Kota Sedang: Dumai, Tebing
Tinggi, dan Singkawang; 1 Metropolitan Baru Banjar Bakula; dan Sekitar Danau
Toba);

6. Dua puluh Masterplan dan Development Plan KPPN dengan 10 lokasi yang
ditangani oleh Kementerian PUPR (KPPN Mempawah, KPPN Luwu Timur, KPPN
Morowali, KPPN Pakpak Barat, KPPN Toba Samosir, KPPN Dompu, KPPN Berau,
KPPN Empat Lawang, KPPN Sidenreng Rappang, KPPN Banjar;

7. Dukungan Sistem (Sistem Database Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan
Sistem Pengendalian Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan BPIW).

Realisasi anggaran BPIW pada tahun 2017 sebesar Rp 241,570,753,000 atau sebesar
94,27% dari pagu DIPA BPIW Rp256,263,528,000.
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BAB 1 

PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari
penyelenggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang
diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good
gevernance and clean government) dalam rangka penguatan akuntabilitas. SAKIP
dilaksanakan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur yaitu
pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat
atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intstansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan satu siklus proses dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan
dan program. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan
oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada tingkat Satuan Kerja, Unit
Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga. Lingkup penyelenggaraan SAKIP adalah
sebagai berikut:
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Rencana Strategis

•Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja

•Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja mencantumkan
indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria yaitu
spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan
dapat dikumpulkan.

Pengukuran Kinerja
•Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan

target kinerja yang yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam
rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Membandingkan realisasi kinerja
program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 (lima) tahun yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.

Pengelolaan Data Kinerja
•Pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data

kinerja. Pengelolaan data kinerja ini mencakup penetapan data dasar (baseline
data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi,
penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

Pelaporan Kinerja
•Setiap entitas menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri
dari laporan interim (laporan triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan
kinerja tahunan berisi ringkasan keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai paling
sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran K/L, realisasi
pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan
pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

Reviu dan Evaluasi Kinerja
•Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga/Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.



Dalam konteks pelaporan kinerja, produk akhir dari siklus SAKIP yang menggambarkan
kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerja
tersebut dari aspek legal hukum dipayungi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:
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a.Inpres Nomor 7 
Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan
Negara;

PP Nomor 8 Tahun
2006 tentang

Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara 
Republik Indonesia 

Nomor 4614

Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Permen PAN dan RB 
Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Permen PU Nomor 9 
Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

(LAKIP) di Lingkungan
Kementerian

Pekerjaan Umum; 

Permen PAN dan RB 
Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Perubahan
Lampiran Peraturan

Menteri
Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; 

Permen PAN dan RB 
Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan
Kinerja; 

a.Peraturan Menteri
Pendayagunaan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Pedoman

Evaluasi Atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri
Pendayagunan

Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pedoman

Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah

Pusat; 

Peraturan Menteri 
Pendayagunan 

Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Tata Cara 

Reviu Atas Laporan 
Kinerja Pemerintah 

Pusat. 



Peraturan-peraturan tersebut diatas mengamanatkan setiap entitas
Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) diwajibkan untuk mendokumentasi
dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan
ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan amanat tersebut,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai bagian dari entitas akuntabilitas
kinerja, menyusun laporan kinerja Tahun 2016 ini dengan maksud memberikan
gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan
dan publik atas kinerja yang sudah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama
tahun anggaran 2016.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara
pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021,
BPIW menyelenggarakan fungsi sebagai berikutt:
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Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat;

Penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan
rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan

dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 
dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan



1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan empat (4) pusat yang terdiri atas Pusat

Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat

Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Selain itu, Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada

Gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW

Tiap-tiap Unit Kerja Eselon II di dalam Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik yang menunjang baik secara langsung maupun

tidak langsung pencapaian kinerja dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam sub-poin 1.3.1 sampai dengan 1.3.5.
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Sekretariat Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas
pemberian dukungan pengelolaan
administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah. Dalam melaksanakan
tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Koordinasi dan penyusunan
rencana, program, dan

anggaran;

Pengelolaan data;

Pengelolaan urusan
kepegawaian, organisasi, 

dan tata laksana;

Pengelolaan keuangan dan
penatausahaan barang milik

negara;

Fasilitasi penyusunan
peraturan perundang-

undangan, layanan hukum, 
administrasi kerja sama, dan

komunikasi publik;

Pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan; 

Pelaksanaan urusan tata 
usaha dan rumah tangga 

Badan.

Bagian Program dan Evaluasi yang memiliki
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan data, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di lingkungan Badan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 
Laksana yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan urusan
kepegawaian, organisasi, dan tata laksana

Badan;

Bagian Keuangan dan Umum yang 
mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan, penatausahaan dan pengelolaan
barang milik negara, ketatausahaan, serta

umum di lingkungan Badan;

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan
Informasi yang mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan

dan layanan hukum, administrasi kerjasama, 
serta penyiapan layanan informasi.

tugas fungsi

SEKRETARIAT BADAN 
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 
WILAYAH

Tugas &  fungsi
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Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
didukung oleh 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
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SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Program dan Evaluasi yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan

kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Badan;

Bagian Keuangan dan Umum yang mempunyai tugas 
melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan 

barang milik negara, ketatausahaan, serta umum di lingkungan 
Badan; dan

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi yang 
mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, administrasi

kerja sama, serta penyiapan layanan informasi.



Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis,
analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR 
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT (PUPR)

Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dengan perumahan rakyat;

Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana
pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan
strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat

Koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam
rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

Analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan
infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta
pengelolaan data dan informasinya;

Penyiapan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat

Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat

Tugas &  fungsi



Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat didukung oleh:

PUSAT PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)

Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,
pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat;

Bidang Perencanaan Infrastruktur I yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
keterpaduan antarsektor dan antarwilayah jangka panjang
dan menengah di wilayah Sumatera dan Bali;

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan
strategi pengembangan infrastruktur, rencana strategis, dan
materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka
menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
analisis manfaat, skema pembiayaan, serta pengelolaan data
dan informasi.

Bidang Perencanaan Infrastruktur II yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
keterpaduan antarsektor dan antarwilayah bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat jangka panjang dan menengah di wilayah Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

1

2

3

4
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Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PEMROGRAMAN DAN 
EVALUASI KETERPADUAN  

INFRASTRUKTUR PUPR

Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi
program pembangunan jangka pendek
keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat; 

Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi
serta penyusunan program tahunan
pembangunan infrastruktur bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kinerja pelaksanaan kebijakan dan

program keterpaduan pengembangan
kawasan dengan infrastruktur bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

Pelaksanaan penyusunan program dan
anggaran serta urusan tata usaha dan

rumah tangga Pusat.

Tugas & fungsi



Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat terdiri dari:

PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI 
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR

Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, 
pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat;

Bidang Penyusunan Program yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan dan penyusunan program 
sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan yang 
memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, jadwal, 
lokasi, dan besaran dana pembangunan, serta
penyusunan program tahunan keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan
program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat program, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan
kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk jangka pendek dan tahunan.

1

2

3

4
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Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di kawasan strategis
pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara pengembangan kawasan
dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pengadaan
tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN STRATEGIS

Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;

Koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;

Fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah dalam rangka
keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan
strategis; 

Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga
Pusat

Tugas & fungsi
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Bagian Anggaran dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, 
pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah
tangga Pusat;

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis yang 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada
wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan
pengembangan area inkubasi pada wilayah
pengembangan strategis;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan
Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program keterpaduan pengembangan antarkawasan
strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan
strategis, serta koordinasi dan pengembangan area 
inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan
tanah dan pencadangan tanah untuk pembangunan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah
pengembangan strategis.

1

2

3

4

PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN STRATEGIS

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari:



Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan
perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan
antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat
Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:
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PUSAT PENGEMBANGAN 
KAWASAN PERKOTAAN

koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;

koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan;

penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga
Pusat.

Tugas & fungsi
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PUSAT PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN

Bagian anggaran dan umum yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program 
dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata
usaha dan rumah tangga Pusat;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di 
kawasan metropolitan;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota 
Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan
area inkubasi di kota besar dan kota baru;

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta
koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan
kawasan perdesaan.

1

2

3

4

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan terdiri atas:



1.4 Isu Strategis

1. Review Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019

•BPIW melakukan Review Renstra yang bertujuan melakukan penyesuaian Arah
Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan, Pendanaan, serta Struktur Outcome
dan Output Kegiatan. Review dilakukan dengan melakukan perubahan asumsi dan
skenario pendanaan berbasis kebutuhan outcome serta melakukan review
kebutuhan/penambahan kebijakan beserta output dan target/pendanaan. Perlu
dilakukannya review renstra disebabkan adanya beberapa kondisi yang
mengakibatkan perlunya penyesuaian perencanaan. Adanya isu-isu strategis yang
berkembang, pencapaian kinerja di tahun yang telah berjalan terutama terkait
target dan realisasi beserta kendala/permasalahan, serta pendanaan. Review
Renstra dilakukan sejak tahun 2016 dengan target penetapan Peraturan Menteri
PUPR tentang Midterm Review Renstra di Bulan Desember 2017.

Gambar 1.2 Review Renstra PUPR 2015-2019
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2. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Penyusunan Rencana Dan
Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat

•Untuk menjamin keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat perlu disusun rencana terpadu dan program pembangunan
infrastruktur PUPR. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Pembangunan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun sebagai kaidah pengaturan yang
baku dan standar agar penyusunan rencana terpadu dan program pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat efektif dan efisien.

3. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rencana Induk Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Secara Terpadu Untuk
Pulau Dan Kepulauan

•Dalam rangka mewujudkan pengembangan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu
disusun rencana induk pengembangan infrastruktur jangka panjang dan jangka
menengah untuk pulau dan kepulauan. Penyusunan rencana induk
pengembangan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
perlu dilaksanakan secara terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan
strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau dalam satu kepulauan.
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4. Pra Konreg dan Konreg

• Untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konreg dan Konreg. pra Konreg dan Konreg
memiliki empat tujuan, yaitu, pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis
PUPR. Kedua melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan
strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program tahunan antara
Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani bidang
PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan
sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-
masing WPS.

5. Program arahan jangka pendek 2019-2021

• Optimalisasi persiapan perumusan program arahan jangka pendek 2019-2021 dan
meningkatkan frekuensi koordinasi bersama Unit Organisasi terkait pembahasan
arahan awal.

Gambar 1.3 Pola Kerja Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR
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6. Anjungan Cerdas

• Anjungan Cerdas adalah kumpulan bangunan di dalam satu kawasan terintegrasi yang
terletak di pinggir jalan nasional, yang berfungsi untuk melayani pengguna jalan serta
masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi, edukasi, dan pariwisata; yang
dilengkapi aktivitas penunjang dan dibangun oleh penyelenggara jalan. Dua lokasi
yang menjadi pilot project Anjungan Cerdas yaitu WPS 15 Gilimanuk – Denpasar –
Padang Bay (Rambut Siwi) dan WPS 12 Yogyakarta – Blitar – Malang (Bendungan
Tugu).

Rambut Siwi Bendungan Tugu

Gambar 1.4   Dua Lokasi Pilot Project Anjungan Cerdas

1
Sebagai gardu pandang pada berbagai infrastruktur PUPR berestetika
tinggi dan tinggi dan keindahan lingkungan sekitar

2

3

4

5

6

7

Tempat Istirahat untuk meningkatkan keselamatan pemakai jalan nasional
yang dilengkapi dengan fasilitas parker, toilet, rumah makan, tempat
sembahyang, serta taman

Pengenalan dan Pemasaran berbagai produksi dan budaya lokal kepada
pemakai jalan nasional

Sebagai pusat informasi cerdas: wifi, informasi lalu lintas, informasi
waduk-waduk sekitar, dan informasi infrastruktur nirkabel

Sebagai inkubasi untuk destinasi wisata baru secara mandiri maupun
sebagai bagian dari destinasi utama

Pusat Informasi berupa mosaik infrastruktur PUPR terutama di sekitar
lokasi

Pusat Informasi berbagai produk dan potensi daerah di sekitar lokasi
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7. Integrated Tourism Master Plan

• Pemerintah Indonesia melalui BPIW, Kementrerian PUPR merencnakan pembangunan
Integrated Tourism Master Plan sebagai tindak lanjut Pereaturan Presiden No. 3 Tahun
2016 tetang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta rencana program
infrastructure for tourism. Dalam pelaksanaannya, pendanaan pekerjaan ini akan
didukung oleh World Bank melalui pinjaman luar negeri (loan) dengan mekanisme
Program for Result (PforR) dan Investment Project Financing (IPF). Kementerian PUPR
akan menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) di Danau Toba, Borobudur dan
Lombok dengan dana loan dari Bank Dunia yang dilakukan pada tahun 2018.

MASTER PLAN KSPN 

DANAU TOBA TAHUN 

2025

MASTER PLAN KAWASAN 

BOROBUDUR TAHUN 2025

MASTER PLAN KAWASAN 

LOMBOK TAHUN 2025
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Gambar 1.5  Tiga Destinasi Integrated Tourism Maste Plan 



8. Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program

• Pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih tidak sepenuhnya terpadu, atau
terhenti dan belum optimal. Pelaksanaan pembangunan yang terhambat tersebut kini
dihadapkan dengan pelaksanaan prioritas baru. Masih dibutuhkan pengawasan dan
pemutakhiran data terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk menjamin
keberlanjutan dan keterpaduan antar infrastruktur eksisting maupun dengan
pembangunan baru.

9. Kota Baru Maja

• Kota baru merupakan kota yang dibangun atau kawasan yang ditata melalui proses
perencanaan (tidak tumbuh secara organik/alamiah) di lahan yang belum terbangun
atau kawasan perdesaan, memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, mempunyai
kesiapan unsur-unsur kependudukan, perekonomian dan sosial budaya, yang
diperlukan sebagai Kota Masa Depan yang berkelanjutan. Tugas BPIW Kementerian
PUPR yaitu menyusun Masterplan dan Development Plan Infrastruktur Bidang PUPR
untuk pengembangan Kota Baru Publik. Pada tanggal Juni 2016 telah disepakati MoU
percepatan Kota Baru Publik Maja bertempat di Kementerian PUPR.

Pihak yang bersepakat:
Pihak 1 : Kementerian PUPR
Pihak 2 : Provinsi Jawa Barat & Provinsi Banten
Pihak 3 : 1. Kabupaten Bogor

2. Kota Tangerang Selatan
3. Kabupaten Tangerang
4. Kabupaten Lebak

Pihak 4 : 1. Perum Perumnas
2. PT Hanson International, Tbk
3. PT Mandiri Nusa Graha Perkasa
4. PT Mitra Abadi Utama

• Tahap pengembangan Kota Baru Maja saat ini yaitu penyusunan studi FS, DED,

Penlok, Site plan, serta pembebasan tanah trase jalan akses maja.

Gambar 1.6   Kronologis Pengembangan Kota Baru Publik Maja
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10. Kawasan Perbatasan

• Penanganan kawasan perbatasan menjadi salah satu misi Kementerian PUPR yang
tertuang dalam Renstra yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang
berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Adapun
tujuan dalam pembangunan kawasan perbatasan adalah menyelenggarakan
pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konsturksi
yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Gambar 1. 7 (Tujuh) pos lintas batas negara terpadu (instruksi presiden no.6 tahun 2015)

PLBN 
Terpadu

Entikong, 
Kabupaten

Sangga

Nanga Badau, 
Kabuparen

Kapuasn Hulu

Motaain, 
Kabupaten

Belu

Motamasin, 
Kabupaten

Malaka

Aruk, 
Kabupaten

Sambas

Wini, 
Kabupaten TTU

Skouw, Kota 
Jayapura
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11. New Urban Agenda (NUA)

• Dalam menghadapi tantangan global yang tertuang dalam 17 Sustainable Development
Goals Agenda, dilakukan implementasi NUA dengan Road Map sebagai berikut

Adapun beberapa langkah yang telah dicapai antara lain

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

2. Telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Perkotaan Nasional (TKPPN);

3. Telah diterjemahkannya New Urban Agenda menjadi Agenda Baru Perkotaan;

4. Peluncuran 4 seri buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan;

5. Penyusunan Buku The State of Indonesian Cities yang berisikan kodisi kota-kota di
Indonesia.

Gambar 1.8 Road Map Implementasi New Urban Agenda (NUA)
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12. National Urban Development Program (NUDP)

• …….

Gambar 1. 9   Calon Lokasi (National Urban Development Program) NUDP

Berfungsi sebagai pusat
pertumbuhan yang mendukung
sektor strategis (bertempat di 
KSPN – Area Strategis untuk
Pengembangan Pariwisata, 
mendukung kawasan
perkebunan danindustri).

Memiliki prospek pertumbuhan
ekonomi yang bagus dan mampu

mendukung wilayah disekitarnya.

Mengalami urban sprawl, 
perusakan lingkungan dan
perusakan lahan pertanian yang
subur.

Berfungsi sebagai counter 
magnet untuk Pulau Jawa/atau
kota

provinsi lainnya.

Memiliki populasi dan
pertumbuhan ekonomi yang 
cukup yang  mampu mendukung
skala ekonomi yang dibiayai dari
sektorswasta.

1 2

3 4

5 6

7
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13. World Urban Forum (WUF)

• WUF merupakan konferensi dunia yang didirikan pada tahun 2001 oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan fokus terhadap isu-isu perkotaan. Forum ini dianggap penting
oleh PBB untuk membahas isu-isu urbanisasi dan dampaknya terhadap masyarakat,
perkotaan, perekonomian, perubahan iklim, serta kebijakan. Forum ini akan dihadiri oleh
193 Negara yang merupakan high-level participants dari pemerintah, NGO, pemimpin
lokal, dan experts dalam bidang pembangunan perkotaan dan permukiman. Partisipasi
Indonesia pada WUF9 dianggap penting untuk mendapatkan masukan-masukan yang
konstruktif dalam pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan, serta sebagai wadah exchange
knowledge hasil inovasi pembangunan perkotaan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia.

Meningkatkan kesadaran publik
akan urbanisasi yang 

berkelanjutan diantara berbagai
pemangku kepentingan serta

masyarakat umum. 

Meningkatkan pengetahuan
bersama akan pembangunan

kota yang berkelanjutan melalui
debat terbuka, berbagi best 
practices dan serta berbagai

kebijakan yang telah dilakukan. 

Meningkatkan koordinasi dan
kerjasama diantara pemangku

kebijakan dalam
mengimplementasi urbanisasi

yang berkelanjutan

Sebagai Platform untuk
menggabungkan masukan dari

organisasi dan stakeholder 
terkait dalam melaporkan

ketercapaian dari implementasi
Agenda Baru Perkotaan

Tujuan
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14. Kajian Selingkar Wilis

• Selingkar Wilis terletak diantara dua WPS yaitu WPS 11 Semarang-Surabaya dan WPS 12
Yogyakarta-Prigi-Bilitar-Malang. Dengan kondisi ini maka Kawasan Selingkar Wilis harus
mampu memanfaatkan posisi tersebut melalui skenario pengembangan yang terintegrasi
dengan kedua WPS yang mengapitnya.

Gambar 1.10 Posisi Selingkar Wilis Dalam Konteks WPS

DISPARITAS TENGAH SELINGKAR WILIS:
• KORIDOR SEMARANG-SURABAYA:

Semarang-Surakarta dan Surabaya-Jombang
mulai berkembang sebagai arus utama
perdagangan dan distribusi logistik melalui jalur
darat, laut (pelabuhan) dan udara (bandara)

• KORIDOR SELATAN YOGYA-MALANG:
Aktivitas ekonomi regional terkonsentrasi di 
Yogya dsk dan Malang dsk. Kutub pertumbuhan
Yogya dan Malang belum menetes hingga
bagian tengah (Wilis)

Diperlukan penguatan pada bagian tengah dengan
cara pembentukan klaster baru “KLASTER WILIS”
dalam kerangka pemerataan pembangunan &
kesejahteraan.
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15. Kerjasama dengan Jepang, Prancis, Australia, Timor Leste, dan Fiji.

The First Indonesia-France Joint Working Group Meeting
on Sustainable Urban Development (IF-JWG) antara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia dengan Ministry for the Ecological
and Inclusive Transition of French Republic and Ministry
of Territorial Cohesion of French Republic telah
dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di
Kementerian PUPR

Usulan Proposal:
1. Regional-Based Infrastructure Development 

Management
Objective: to prepare the guidelines for 
developing the master plan and development 
plan of strategic development regions, thematic 
strategic areas (e.g. KSPN, KEK, KI), and urban 
areas

2. Master Plan of Infrastructure Development in 
National Tourism Strategic Area

Objective: to prepare master plan of 
infrastructure development in National Tourism 
Strategic Area by conducting a case project in 
Labuan Bajo and Wakatobi Area
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BAB 2 

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan setiap unit

kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam menyusun

dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi Rencana

Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) secara berjenjang mulai dari

Unit Organisasi Eselon II sampai dengan unit kerja terkecil. Dalam LaKIP Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah TA 2017 ini, Rencana Strategis Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015-2019 akan dijadikan acuan sebagai salah

satu baseline pengukuran kinerja. Rencana Strategis tersebut telah merumuskan

langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, serta

Program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun

2015-2019 yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah, Infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dengan pengembangan wilayah

rinci diperlukan untuk mendukung agenda priorias nasional dan Kementerian PUPR,

antara lain mengurangi disparitas pembangunan wilayah, mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi dometik untuk

meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan konektivitas untuk peningkatan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan, serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.
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Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan tugas
dan fungsi kabinet kerja, amanat RPJMN tahap ketiga, serta perubahan kondisi
lingkungan strategis yang dinamis, tujuan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang
PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan
antarpemerintahan;

2. Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber
daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pembangunan
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel.

Sesuai dengan yang tertera pada Rencana Strategis Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah yang merupakan cerminan dampak dari hasil sasaran-sasaran
strategis, goals Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah meningkatnya
keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk keseimbangan
pembangunan antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan sehingga
dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran-sasaran strategis yang
ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berdasarkan Rencana
Strategis ditunjukan pada peta strategi dibawah ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
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2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional mempunyai fokus pada percepatan
pemerataan pembangunan antar wilayah yang mendorong transformasi dan akselerasi
pembangunan wilayah KTI dengan menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali
dan Sumatera serta meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Arah kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

Arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan wilayah antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia
dengan salah satu caranya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah
dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya
alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta
meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mewujudkan
hal tersebut, perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar wilayah,
antar kawasan, maupun antar pemerintahan.Keterpaduan tersebut meliputi perencanaan
pemrograman dan pelaksanaan pembangunan.
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Pengembangan kawasan
strategis;

Pengembangan kawasan 
perkotaan dan 

perdesaan;

Peningkatan keterkaitan 
perkotaan dan 

perdesaan;

Pengembangan daerah
tertinggal dan kawasan

perbatasan;

Penanggulangan 
bencana;

Pengembangan tata
ruang wilayah
nasional,;dan

Tata kelola
pemerintahan dan
otonomi daerah.



Strategi-strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan-kebijakan keterpaduan
tersebut, dirangkum dalam satu program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang
meliputi kegiatan:

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berkontribusi langsung kepada
kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kegiatan ini
mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:
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Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan;dan

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan.

Layanan administrasi kepegawaian, melalui pelaksanaan administrasi
kepegawaian;

Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta
pengelolaan data informasi, melalui pelaksanaan kegiatan
perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, 
dan pengelolaan layanan data informasi.

Layanan hukum, kerjasama, dan informasi, melalui pengelolaan
produk dan bantuan hukum, fasilitasi kerjasama, dan penyediaan
layanan informasi.

Layanan administrasi keuangan, umum, dan BMN, melalui 
penyusunan laporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, 
layanan perkantoran, dan layanan rumah tangga.

Layanan perkantoran, melalui penyusunan laporan perkantoran dan 
layanan tata usaha dan kearsipan.



Kegiatan dan target kinerja perencanaan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

Kegiatan dan target kinerja pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur
PUPR adalah sebagai berikut:
1. Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan

pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
2. Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS.
3. Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan

keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
4. Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program

keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR
5. Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan

dengan infrastruktur bidang PUPR
6. Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan

infrastruktur bidang PUPR
7. Layanan perkantoran
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Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR 
antar sektor/wilayah;

Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu 
bidang PUPR;

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bodang PUPR terpadu antar
sector, antar wilayah pengembangan strategis, antar tingkat pemerintahan, dan antar
pulau;

Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR;

Fasilitasi kerjasama regional dan global;

Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan
infrastruktur PUPR;

Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkroisasi;

Skema pembiayaan pengembangan  yang disusun dan difasilitasi;

Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR;

Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS

Layanan perkantoran.



Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis non perkotaan adalah
sebagai berikut:

1. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar
kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

2. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan
strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

3. Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan non perkotaan
dengan infrastruktur bidang PUPR

4. Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun

5. Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS

6. Layanan perkantoran

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis perkotaan adalah
sebagai berikut:
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Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR

Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur 
bidang PUPR.

Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR

Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR

Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun

Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan 
perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR

Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur 
bidang PUPR

Layanan perkantoran 



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai
target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara
pemberi amanah sebagai atasan langsung (dalam hal ini Menteri PUPR) dengan penerima
amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Kepala
BPIW). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik
sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupaun sarana dan prasarana pendukung.
Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala
BPIW selama satu tahun kepada Menteri PUPR. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan
memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta
target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria
spresifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau
dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit
terkecil bahkan individu sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian
Kinerja Unit eselon I dan Unit eselon 2 disusun dengan orientasi outcome agar tercipta
cascading dalam pengukuran kinerjanya.

Gambar 2.2 Tingkatan Indikator Kinerja Utama
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2.2.1 Perjanjian Kinerja Unit Eselon I

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah memiliki program Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pada tahun 2017,
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menandatangani Perjanjian
Kinerja terkait pelaksanaan program dimaksud dengan target sebagaimana pada Tabel
2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET

(%)

1 2 3 4

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1 Terwujudnya pelaksanaan

dan pelaporan manajemen

dalam mendukung

pengembangan

infrastruktur wilayah yang 

terpadu. 

1  Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR 

dalam kawasan

89

2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar 

kawasan di dalam WPS

89

3  Tingkat keterpaduan infrasrtruktur PUPR 

antar WPS 

88

2 Meningkatnya 

keterpaduan perencanaan 

dan pemrograman 

infrastruktur PUPR dengan 

pengembangan Kawasan 

Strategis baik di perkotaan, 

kluster industri maupun 

perdesaan

1  Tingkat keterpaduan perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar

kawasan, dan antar WPS 

90  

2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, 

lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan

pemrograman

90
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Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan dalam rangka mencapai 2
(dua) sasaran program yaitu meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun
perdesaan dan meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman
infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster
industri maupun perdesaan. Sasaran program pertama dicapai dengan 3 (tiga)
indikator keberhasilan yaitu tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan
dengan target 89%, tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam
WPS dengan target 89%, dan tingkat keterpaduan infrasrtruktur PUPR antar WPS
dengan target 88%. Sedangkan sasaran program kedua dicapai dengan 2 (dua)
indikator keberhasilan yaitu tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan
(deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS dengan target 90% dan
tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) dengan disparitas
kebutuhan dengan pemrograman dengan target 90%. Target untuk masing-masing
indikator di tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Perjanjian Kinerja dapat direvisi
apabila terjadi hal-hal yang mengubah perencanaan organisasi seperti adanya
pergantian pejabat, perubahan anggaran, ataupun perubahan kebijakan. Di tahun
2017, BPIW mengalami penghematan anggran yang semula sebesar Rp.
263.263.528.000,- menjadi Rp. 256.263.528.000. Perubahan anggaran tersebut tidak
merubah target dalam perjanjian kinerja.

2.2.2 Perjanjian Kinerja Unit Eselon II

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dibantu
oleh 5 unit kerja eselon 2. Unit kerja eselon 2 sebagaimana dimaksud juga telah
menetapkan perjanjian kinerja tahun 2017 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
antara Sekretaris/Kepala Pusat dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II BPIW tahun 2017 disusun dengan format
yang lebih sederhana dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016, intermediate
outcome dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja sedangkan di tahun 2017 ini tidak
dicantumkan. Intermediate outcome disusun untuk memperhitungkan cascading
antara Sasaran Kinerja eselon I (Sasaran Program) dengan Sasaran Kinerja eselon II
(Sasaran Kegiatan). Tahun 2017 ini Intermediate outcome tidak dicantumkan tetapi
tetap digunakan dalam membantu memetakan sasaran dan indikator kinerja antara
eselon I dengan eselon II. Beberapa tabel berikut ini adalah target pencapaian kinerja
tahun 2017 yang kegiatannya langsung mendukung target kinerja Kepala BPIW.
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2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, serta sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis. Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat
kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan menilai
pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) masing-
masing organisasi/unit kerja. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target
kinerja dinyatakan dalam bentuk presentase. Setelah mengetahui besaran presentase
capaian kinerja, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja
dengan format dari pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 7):

Tabel 2.7 Format Pengukuran Kinerja

Penjelasan untuk masing-masing kolom yaitu:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan melaksanakan pemantauan kinerja
sasaran setiap triwulanan dan bulanan secara berkala yang mengacu kepada dokumen
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk
memonitor, mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2017 dalam
rangka memberikan gambaran keberhasilan dan
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Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Kolom (1) diisi dengan sasaran kegiatan eselon II/unit kerja mandiri sesuai dengan 
dokumen PK;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran kegiatan dari unit kerja eselon II/unit 
kerja mandiri sesuai dengan dokumen PK;

Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja 
sesuai dengan dokumen PK;

Kolom (4) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan; dan

Kolom (5) diisi dengan presentase pencapaian target dari masing-masing indikator 
kinerja: (realisasi/target x 100 %);



kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan
pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian
kinerja yang telah disepakati yaitu (Tabel 8):

Tabel 2.8 Kategorisasi Capaian Kinerja

Sumber: Permen Pan dan RB nomor 12 tahun 2015

Tiga aspek yang diukur dalam pengukuran keterpaduan meliputi proses perencanaan,
proses pemrograman, dan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap
kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan-kawasan yang ada di dalam suatu
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan
yang dianut oleh Kementerian PUPR yaitu pembangunan ekonomi berdaya saing,
pembangunan social yang inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup melalui
keterpaduan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor,
antardaerah, dan antarpemerintahan sebagai fokus sasaran program dalam Rencana
Strategis. Prinsip keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR akan tercermin pada
program/kegiatan yang ditetapkaan telah dilaksanakan secara baik, sesuai dengan
yang telah diprogramkan dan dianggarkan, dan berdasarkan proses perencanaan yang
komprehensif.

Keterpaduan Perencanaan diukur melalui kesesuaian dengan rencana jangka panjang,
rencana jangka menengah/strategis, dan rencana pengembangan. Pengukurannya
terbagi atas tiga aspek:
1. Keterpaduan perencanaan pada kawasan di dalam WPS
2. Keterpaduan perencanaan pada antarkawasan di dalam WPS
3. Keterpaduan perencanaan pada antar-WPS per pulau.
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No Kategori
Nilai 

Angka
Interpretasi

1. AA >90 – 100 Sangat memuaskan

2. A >80 – 90 Memuaskan

3. BB >70 – 80 Sangat Baik

4 B >60 – 70 Baik, Perlu sedikit perbaikan

5. CC >50 – 60
Cukup (memadai), Perlu banyak perbaikan yang 

tidak mendasar

6. C >30 – 50
Kurang, Perlu banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar

7 D 0 – 30
Sangat kurang, Perlu perbaikan yang sangat

mendasar



Semakin banyak program/kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan/WPS yang
memiliki dasar pada atau bersesuaian dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi
hierarkinya, maka nilai keterpaduan perencanaan menjadi semakin baik.

Gambar 2.3 Pola Pikir Pengukuran Keterpaduan

Keterpaduan dan Kesinkronan Program diukur berdasarkan disparitas kebutuhan
dengan pemrograman, sehingga dapat diketahui efektivitas program-program
Kementerian PUPR yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan infrastruktur
masing-masing sektor di bidang PUPR baik dalam kawasan, antarkawasan maupun
antarWPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsional lingkungan
fisik terbangun. Aspek-aspek pengukuran keterpaduan dan kesinkronan program
terdiri atas:
1. Jenis & Fungsi Pengembangan
2. Dukungan Fungsi
3. Kesesuaian Lokasi
4. Kesesuaian Besaran
5. Kesesuaian Biaya
6. Pemenuhan Readiness Criteria
7. Kesesuaian Waktu Pemrograman

Keterpaduan Pelaksanaan diukur berdasarkan aspek-aspek berikut:
1. Ketepatan Waktu Penyelesaian
2. Ketepatan Volume
3. Ketepatan Kualitas

Semakin tepat waktu, volume, dan kualitas pelaksanaan kegiatan maka semakin baik
nilai keterpaduan pelaksanaannya. Pengukuran keterpaduan juga dilakukan baik pada
kawasan, antar kawasan di dalam WPS, dan antar WPS. Metode pengkuran terhadap
masing-masing indikator dari Sasaran Strategis maupun Sasaran Program dijabarkan
lebih lanjut.
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Gambar 2.4 Pohon Hierarki untuk Pengambilan Keputusan

Penggunaan Analitycal Hierarchy Process (AHP) dalam penilaian keterpaduan
infrastruktur PUPR merupakan pilihan metode dalam menentukan aspek-aspek yang
mempengaruhi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR secara terstruktur dan
sistematis. Dalam pengukuran keterpaduan ini metode AHP digunakan untuk menilai
besaran bobot dari setiap indikator keterpaduan; baik keterpaduan perencanaan,
kesinkronan program maupun keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
PUPR. Pengukuran keterpaduan dilakukan di kawasan, antarkawasan, WPS, dan
antarWPS. Dengan rposes sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Data dasar yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah data program/kegiatan
pada tahun berjalan yang diperoleh dari berbagai dokumen, baik dokumen
perencanaan, dokumen pemrograman, dan dokumen pelaksanaan. Beberapa
dokumen perencanaan pemrograman, dan pelaksanaan yang lain dapat menjadi acuan
penilaian apabila suatu program/kegiatan yang akan dinilai tidak termaktub dalam
dokumen rencana pembangunan.
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Kebutuhan data diperoleh dari survei kepada instansi pusat (BPIW dan unit-unit
organisasi Kementerian PUPR yang melaksanakan program pembangunan
infrastruktur), dan instansi daerah. Instansi daerah adalah instansi yang dananya
berasal dari APBN seperti balai dan SNVT, serta SKPD daerah yang menjalankan fungsi
pembangunan infrastruktur PUPR di daerah dan Bappeda. Pengumpulan data terkait
keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat dimulai di
lingkungan Kementerian PUPR sendiri seperti Dokumen Rencana Strategis, Rencana
Induk Pembangunan Infrastruktur (RIPI), Development Plan, Data terkait Pemrogaman
(data Pra Konreg), serta data terkait aspek pelaksanaan program yang diperoleh dari
rekaman data e-monitoring Kementerian PUPR pada tahun berjalan.

Gambar 2.5 Proses Pengumpulan dan Input Data Keterpaduan Pembangunan 
Infrastruktur
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2.Proses Input Data

Data aspek-aspek perencanaan, program, dan pelaksanaan dari pembangunan fisik
infrastruktur tahun berjalan selanjutnya diinput ke dalam file pengukuran yang
menggunakan format excel spreadsheet dengan proses sebagai berikut:

• Pengisian data identitas WPS/Kawasan/Antarkawasan/AntarWPS dan Program

Proses pengisian data identitas WPS/Kawasan/Antarkawasan/AntarWPS dan Program
dilakukan pada file pengukuran keterpaduan kawasan yang akan diukur. Penilaian
dilakukan dengan memberikan peringkat nilai bagi keterpaduan di dalam kawasan,
antarkawasan dan antarWPS dengan cara membandingkan rencana yan dibuat dengan
rencana kebutuhan pengembangan (penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 1. Buku Panduan Pengukuran Kinerja Keterpaduan Infrastruktur
Kementerian PUPR).

• Pengisian Nilai Keterpaduan Rencana

Pengisian kolom “Perencanaan” dengan hasil penilaian terhadap dokumen
perencanaan program, yaitu dengan membandingkan “data yang ada pada dokumen
rencana kerja tahunan sektoral/Unor setingkat eselon 1 di bawah kementerian PUPR
(SDA, BM, CK, dan PP) dan jika dibutuhkan juga pemerintah daerah” dengan “dokumen
perencanaan jangka menengah atau jangka panjang (Rencana Strategis (Renstra)
Kementeria PUPR, Master Plan/Development Plan Kawasan/WPS, Rencana Induk Unor,
Indikasi Program RTRWN/P, RPJMN/D)”. Jika terdapat kesesuaian maka mendapat
angka 1, jika tidak ditemukan kesesuaian mendapat angka 0.

• Pengisian Nilai Keterpaduan Program

Pengisian kolom indikator keterpaduan dan kesinkronan program dengan melihat
kesesuaian/kesinkronan pada 7 variabel yaitu Jenis/Fungsi Pengembangan Kawasan,
Dukungan Fungsi Bagi Pengembangan Kawasan, Lokasi Kawasan, Kesesuaian Besaran
(Volume), Kesesuaian Waktu, Readiness Criteria, dan kesesuaian biaya (penjelasan
lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. Buku Panduan Pengukuran Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR).

• Pengisian Nilai Keterpaduan Pelaksanaan

Pengisian kolom keterpaduan dengan data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi
(e-monitoring) yaitu capaian progress fisik untuk mengkuantifikasikan kualitas
pelaksanaan, capaian progress keuangan untuk ketepatan waktu pelaksanaan, capaian
output untuk kuantitas dari pelaksanaan.

61



62

3. Penilaian dan Perhitungan Keterpaduan

Tahapan penilaian dan pengukuran keterpaduan adalah dari kawasan, antarkawasan,
WPS, AntarWPS (per pulau/kepulauan). Setiap kawasan dan antar kawasan yang
terdapat pada satu WPS dinilai dan dihitung lebih dahulu. Setelah kawasan dan
antarkawasan selesai dihitung, maka agregat dari nilai semua kawasan dan
antarkawasan pada suatu WPS akan dihitung menjadi nilai dari WPSnya. Perhitungan
bagi antarWPS dilakukan terpisah. Perhitungan bagi kawasan, antar kawasan, dan
antar WPS memilki pola yang sama yaitu:

1. Perhitungan aspek perencanaan;

2. Perhitungan aspek pemrograman;

3. Perhitungan aspek pelaksanaan;

4. Perhitungan Nilai Rata-rata (Rank Value);

5. Keofisien (Sheet Info Value);

6. Perhitungan Akhir Nilai Keterpaduan Kawasan dan AntarKawasan;

7. Agregat nilai Keterpaduan WPS;

8. Penilaian dan Perhitungan Perhitungan Keterpaduan antarWPS;

Penjelasan lebih lengkap mengenai proses tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.
Buku Panduan Pengukuran Kinerja Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR.

4. Hasil Akhir Nilai Keterpaduan

Hasil pengukuran akan memberikan nilai keterpaduan mulai dari nol sampai dengan
seratus persen dengan kriteria sesuai kesepakatan. keterpaduan yang diharapkan
setidaknya mencapai angka 70% agar masuk dalam kategori “baik” dan baru dianggap
memuaskan saat mencapai nilai minimum 85%. Untuk Kawasan/WPS yang belum
mencapai angka yang diharapkan, berarti ada permasalahan dalam proses
pembangunan infrastrukturnya, yang bisa ditilik dari nilai masing-masing sub proses,
seperti perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaannya. Untuk hasil pengukuran
keterpaduan tahun 2017 pada kawasan/WPS beserta rekapnya, dapat dilihat pada
Lampiran 2. Pengukuran Keterpaduan 2017

Metode Pengukuran Sasaran Strategis

A. Sasaran Strategis 1 (SS1)

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar
sektor dan antar tingkat pemerintahan.

Indikator: Indeks/Rasio dukungan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
terhadap keterpaduan pengembangan wilayah diukur dengan cara:

Menghitung rasio/perbandingan antara total pembangunan infrastruktur PUPR
antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan total infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan yang telah terpadu, serta dikombinaskan melalui
pembobotan tertimbang.



B. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran.

Indikator: Tingkat keterpaduan kebijakan perencanaan, pemrograman terhadap
penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR diukur dengan cara:

Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi
penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR yang dianggarkan hingga akhir
tahun diukur dengan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR
dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan rata rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.

Metode Pengukuran Sasaran Program

A. Sasaran Program 1 (SP1)

Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan
Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan

Indikator 1 (IKP1-SP1)

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR di dalam kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan di dalam
Kawasan dalam WPS pada tahun yang diukur dibandingkan dengan rencana
strategis dan rencana pengembangan, program dan pelaksanaan program jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon
bidang PUPR dan Pemerintah Daerah di dalam kawasan yang dikembangkan hingga
akhir tahun yang diukur serta dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.

Indikator 2 (IKP2-SP1)

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar Kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar
kawasan di dalam WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis
dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan
tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah
antar kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.
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Indikator 3 (IKP3-SP1)

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar WPS
pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana
pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan
keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinaskan melalui
pembobotan tertimbang.

B. Sasaran Program 2 (SP2)

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR
dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industry.

Indikator 1 (IKP1-SP2)

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan,
antar kawasan dan antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi
pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian PUPR
dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR
dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan prata rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.

Indikator 2 (IKP2-SP2)

Tingkat sinkronisasi program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan
waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman:

Membandingkan (rasio) dari program kegiatan infrastruktur PUPR yang berhasil
diterpadukan dan disinkron dengan fungsional lingkungan fisik terbangun, lokasi,
besaran, kesiapan pembangunan dan waktu pada 35 WPS dan antar WPS di tahun
diukur dibandingkan dengan rencana program ideal sesuai dengan kesepakatan
konreg, serta dikombinaskan melalui pembobotan dengan faktor-faktor non fisik
antara lain aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta manfaat ekonomi
(berkurangnya disparitas dan meningkatnya pertumbuhan).

2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra

Kegiatan dan target kinerja program pengembangan infrastruktur wilayah untuk tahun
anggaran 2017, menurut Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.9.
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Tabel 2.9 Target 2015-2019 Menurut Renstra

Pada Tabel Matriks diatas, terdapat 2 (dua) sasaran program berdasarkan Rencana strategis
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015-2019. Kemudian untuk sasaran program
“Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis
baik di Perkotaan, Kluster Industri maupun perdesaan”, diukur melalui 3 indikator
keberhasilan yaitu “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan” dengan target
sebesar 89%, “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS”
sebesar 89%, “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS” sebesar 88%. Untuk
sasaran program kedua “Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman
Infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster
industri, maupun perdesaan” tingkat keberhasilannya dicapai melalui dua indikator yaitu
“tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar
kawasan dan antar WPS” dengan target tahun 2016 sebesar 90% dan indikator “tingkat
sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan
pemrograman” dengan target 90%.

Sasaran

Program Indikator Sasaran Program
Satuan Lokasi Target 

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya keterpaduan

infrastruktur PUPR dengan

pengembangan Kawasan Strategis

baik di perkotaan, kluster industri

maupun perdesaan

1

Tingkat keterpaduan

infrastruktur PUPR dalam

kawasan

%
35 

WPS
78 84 89 95 100

2

Tingkat keterpaduan

infrastruktur PUPR antar

kawasan di dalam WPS

%
35 

WPS
78 83 89 94 100

3
Tingkat keterpaduan 

infrastruktur PUPR antar WPS
%

35 

WPS
76 82 88 94 100

2 Meningkatnya keterpaduan

perencanaan dan pemrograman

infrastruktur PUPR dengan

pengembangan Kawasan Strategis

baik di perkotaan, kluster industri

maupun perdesaan

1

Tingkat keterpaduan

perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) dalam

kawasan, antar kawasan dan

antar WPS

%
35 

WPS
80 85 90 95 100

2

Tingkat sinkronisasi program 

(waktu, fungsi, lokasi, besaran) 

disparitas kebutuhan dengan

pemrograman

%
35 

WPS
79 84 90 95 100
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BAB 3  

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu unit Organisai Eselon I
di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Sumber Daya
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam
pelaksanaan kegiatannya, seluruh unit kerja di Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola
program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah
satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu Organisasi.
Oleh karena itu, produktivitas organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM
yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut.

Pada tahun 2017, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh SDM
sebanyak 444 orang, dimana 176 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), 168 orang merupakan staf professional/KI non-PNS, dan 100 orang merupakan
pegawai honorer non-PNS. Demi menunjang kinerja Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah, jumlah tersebut bertambah bila dibandingkan dengan tahun
2016 meskipun tidak signifikan. Di tahun anggaran 2017, ketersedian sumber daya
manusia masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan BPIW. Peningkatan jumlah SDM BPIW tahun 2017 terutama pada Non
PNS tenaga professional untuk memenuhi kebutuhan SDM karena terdapat beberapa
PNS BPIW yang juga tidak lagi bertugas di BPIW karena berakhirnya masa jabatan,
mutasi ke daerah, dan promosi jabatan. Kondisi eksisting pegawai PNS BPIW saat ini
sebanyak 176 orang.

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK), kebutuhan pegawai sebanyak 303 orang untuk
memenuhi beban kerja yang ada dengan selisih antara kebutuhan dengan PNS yang
ada saat ini sebanyak 127 orang. Adanya kekurangan PNS BPIW tersebut ditutupi oleh
staf profesioanal (KI) sebanyak 168 orang. Rincian SDM Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah pada masing-masing Unit Eselon II dapat dilihat pada Gambar
dibawah ini.
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Gambar 3.1 SDM BPIW Menurut Status Pegawai

Jika dilihat lebih spesifik pada pegawai PNS dan Non-PNS, maka pengklasifikasian
pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat
dikategorikan sebagai berikut:

A. SDM BPIW Menurut Golongan Ruang (PNS)
Dilihat berdasarkan golongan ruang, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terisi oleh mayoritas golongan III di masing-
masing unit kerja eselon 2 dengan jumlah total sebanyak 122 (seratus dua puluh dua)
orang. Golongan IV merupakan kedua yang terbesar dengan jumlah total sebanyak 33
(tiga puluh tiga) orang. Golongan II berjumlah sebanyak 18 (delapan belas) orang dan
golongan I berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS
di unit eselon 2 BPIW berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada gambar 3.2.
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Gambar 3.2 SDM (PNS) BPIW Menurut Golongan Ruang

B. SDM BPIW Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 98 (semblian puluh delapan) orang

berjenis kelamin laki-laki dan 78 (tujuh puluh delapan) orang berjenis kelamin

perempuan. Berikut merupakan grafik perbandingan jumlah pegawai PNS di masing-

masing pusat BPIW.
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Gambar 3.3 Pegawai PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin

Sedangkan untuk komposisi pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah terdiri atas 162 (seratus enam puluh dua) orang berjenis kelamin
laki-laki dan 106 (seratus enam) orang berjenis kelamin perempuan. Berikut
merupakan grafik perbandingan jumlah pegawai non-PNS di masing-masing pusat
BPIW.
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Gambar 3.4 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin

C. SDM BPIW Menurut Usia

Dikelompokan berdasarkan usia, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) orang berada
pada rentang usia 51-60 tahun, 40 (empat puluh) orang berada pada rentang usia 41-
50 tahun, 78 (tujuh puluh delapan) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan
25 (empat puluh tiga) orang berada pada rentang usia 20-30 tahun. Pada grafik di
halaman berikut merupakan perbandingan usia komposisi pegawai PNS di masing-
masing unit eselon 2
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Gambar 3.5 Pegawai PNS BPIW Menurut Usia

Kemudian, komposisi pegawai non-PNS menurut usia di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 18 (delapan belas) orang berada pada
rentang usia >51 tahun, 36 (tiga puluh enam) orang berada pada rentang usia 41-50
tahun, 70 (tujuh puluh) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan 138 (seratus
tiga puluh delapan) orang berada pada rentang usia <30 tahun. Adapun pada gambar
berikut menunjukkan perbandingan usia komposisi pegawai PNS di masing-masing unit
eselon 2.
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Gambar 3.6 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Usia

D. SDM BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum kualitas pegawai BPIW dengan tingkat pendidikan Sarjana sampai
Doktoral mengalami peningkatan, meskipun juga masih adanya pegawai yang
berpendidikan SD. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai PNS di
lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 12 (dua belas)
orang berpendidikan S3, 86 (delapan puluh enam) orang berpendidikan S2, 50 (lima
puluh) orang berpendidikan S1, 3 (tiga) orang berpendidikan D.IV, 6 (enam) orang
berpendidikan D.III, 16 (enam belas) orang berpendidikan SLTA, 2 (dua) orang
berpendidikan SLTP, dan 1 (satu) berpendidikan SD. Pada gambar berikut menunjukkan
grafik perbandingan komposisi pegawai PNS BPIW di masing-masing unit eselon 2.
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Gambar 3.7 Pegawai PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

Adapun pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah menurut tingkat pendidikan komposisinya adalah terdiri atas 1 (satu)

orang dengan berpendidikan S3, 25 (dua puluh lima) orang berpendidikan S2,

145 (seratus empat puluh lima) orang berpendidikan S1,16 (empat belas) orang

berpendidikan D.III, 56 (lima puluh enam orang) orang berpendidikan SLTA, 12

(dua belas) orang berpendidikan SLTP, dan 7 (tujuh) orang berpendidikan SD.

Pegawai non-PNS BPIW pada tahun 2017 tidak ada yang berpendidikan

setingkat S3. Pada grafik berikut menunjukkan perbandingan komposisi

pegawai non-PNS BPIW di masing-masing unit eselon 2.
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Gambar 3.8 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

E. SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan
Ditinjau dari bidang pendidikannya, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari bidang teknik dan non teknik dengan
rincian pada bidang teknik yaitu 17 (tujuh belas) orang dengan bidang pendidikan
Teknik Sipil, 12 (dua belas) orang dengan bidang pendidikan Studi Pembangunan, 11
(sebelas) orang dengan bidang pendidikan Perencanaan Wilayah dan kota, 9
(Sembilan) orang dengan bidang pendidikan Urban and Regional Planning, 7 (tujuh)
orang dengan bidang pendidikan Teknik Arsitektur, 5 (lima) orang pada masing-masing
bidang pendidikan Teknik Informatika, Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Teknik
Sipil Jalan/ Transportasi, 4 (empat) orang pada bidang pendidikan Teknik Lingkungan
dan Urban Mangement, 3 (tiga) orang pada bidang pendidikan Teknik Planologi, Urban
Environmental Management, dan Urban Infrastructure Management, 2 (dua) orang
pada pendidikan Teknik Sipil Air/WR/Hidrologi dan Urban Development Management,
serta 1 (satu) orang dengan bidang pendidikan Regional Development Planning, Teknik
Industri, Teknik Perancangan Sanitasi Permukiman, Teknik Perencanaan Prasarana,
Teknik Geodesi, Teknik Sipil Bangunan / Const. Mgt, Urban Design, dan Geografi.
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Pusat
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Kawasan Strategis
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Kawasan
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Gambar 3.9 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Teknik

Kemudian rincian pegawai PNS dengan bidang pendidikan non teknik yaitu terdiri dari
8 (delapan) orang dengan bidang pendidikan Ilmu Administrasi, 5 (lima) orang dengan
bidang pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Manajemen, 4 (empat) orang dengan bidang
pendidikan Administrasi Negara, 3 (tiga) orang dengan bidang pendidikan Ekonomi
Pembangunan, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Public Policy and
Management, dan Sistem Informasi, 2 (dua) orang dengan bidang pendidikan Ekonomi
Akuntansi, Manajemen Informatika, Ilmu Komunikasi, dan Sekretaris, serta 1 (satu)
orang dengan bidang pendidikan Administrasi, Administrasi Pembangunan,
Administrasi Bisnis, Administrasi Pendidikan, Administrasi Publik, Hukum Perdata,
Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Hubungan
Internasional, Ilmu Politik, Ilmu Sosial, dan Keuangan dan Perbankan.
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Gambar 3.10 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Non Teknik

Sedangkan komposisi pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah dengan latar belakang bidang teknik terdiri dari 24 (dua puluh
empat) orang dengan bidang pendidikan Perencanaaan Wilayah dan kota, 23 (dua
puluh tiga) orang dengan bidang pendidikan Planologi, 21 (dua puluh satu) orang
dengan bidang pendidikan Teknik Sipil, 9 (Sembilan) orang dengan bidang pendidikan
Teknik Sipil, 8 (delapan) orang dengan bidang pendidikan Arsitektur, 3 (tiga) orang
pada bidang pendidikan Geografi dan Komputer, 2 (dua) orang dengan bidang
pendidikan Teknik Elektro, serta 1 (satu) orang pada bidang pendidikan ITC,
Pembangunan Kota, Teknik, Teknik Lingkungan, dan Teknik Pertambangan.
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Gambar 3.11 Pegawai Non-PNS Profesional/KI BPIW Menurut Bidang Pendidikan
Teknik

Sedangkan komposisi pegawai non-PNS professional/KI di lingkungan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan bidang pendidikan non teknik terdiri dari
16 (enam belas) orang dengan bidang pendidikan Ekonomi, 8 (delapan) orang dengan
bidang pendidikan Akuntansi, 6 (enam) orang dengan bidang pendidikan Hukum,
Manajemen, 5 (lima) orang dengan bidang pendidikan Administrasi, 3 (tiga) orang
dengan bidang pendidikan Sastra, 2 (dua) orang dengan bidang pendidikan Ilmu
Komunikasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Psikologi, serta 1 (satu) orang dengan bidang
pendidikan Antropologi, Hubungan Internasional, Ilmu Perpustakaan, Kajian, Kebijakan
Publik, Meteorologi, Pemerintahan, Pertanian, Sains Terapan, Seni, Statistika, dan
Urbanism.
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Gambar 3.12 Pegawai Non-PNS Profesional/KI BPIW Menurut Bidang Pendidikan Non 
Teknik

Kemudian, bila dilihat berdasarkan klasifikasi teknik dan non-teknik, komposisi
kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun
2017 terdiri atas 62,07% orang dengan berlatar belakang teknik dan 37,93% orang
dengan berlatar belakang non-teknik. Sebagai unit organisasi yang memiliki peran
strategis dalam memadukan pembangunan Infrastruktur PUPR dengan pengembangan
wilayah, pegawai dengan bidang pendidikan teknik memang lebih dominan. Sesuai
dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan perencanaan, pemrograman dan
pengembangan kawasan, pegawai dengan program studi Perencanaan Wilayah dan
Kota menjadi dominan untuk mengisi kebutuhan tersebut.
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Gambar 3.13 Proporsi SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan

Kemudian, bila dilihat berdasarkan klasifikasi teknik dan non-teknik, komposisi
kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun
2017 terdiri atas 62,07% orang dengan berlatar belakang teknik dan 37,93% orang
dengan berlatar belakang non-teknik. Sebagai unit organisasi yang memiliki peran
strategis dalam memadukan pembangunan Infrastruktur PUPR dengan pengembangan
wilayah, pegawai dengan bidang pendidikan teknik memang lebih dominan. Sesuai
dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan perencanaan, pemrograman dan
pengembangan kawasan, pegawai dengan program studi Perencanaan Wilayah dan
Kota menjadi dominan untuk mengisi kebutuhan tersebut.

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja SDM di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah, penyediaan ruangan kerja menjadi hal yang sangat diperlukan. Daftar
ruangan kerja yang digunakan oleh BPIW dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 3.1 Daftar Ruangan BPIW
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62%

38%

Teknik Non Teknik

No. Nama Ruangan
Kode 

Ruangan

A. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.01

2. Ruang Sekretaris R.02.02

3. Ruang Tunggu R.02.03

4. Tempat Istirahat R.02.04

5. Ruang Rapat R.02.05

6. Lobi R.02.06

B. Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.07

2. Kepala Bagian Program dan Evaluasi R.02.08

3. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana R.01.03



No. Nama Ruangan Kode 
Ruangan

A. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.01

2. Ruang Sekretaris R.02.02

3. Ruang Tunggu R.02.03

4. Tempat Istirahat R.02.04

5. Ruang Rapat R.02.05

6. Lobi R.02.06

B. Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah R.02.07

2. Kepala Bagian Program dan Evaluasi R.02.08

3. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana R.01.03

4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum R.01.04

5. Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi R.01.02

6. Ruang Rapat R.02.09

7. Ruang Satker R.01.01

C. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR)

1. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR R.03.01

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.03.02

3. Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisis Manfaat R.03.03

4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I R.03.04

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II R.03.05

6. Ruang Rapat R.03.06

7. Ruang Satker R.03.07

D. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR

1. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR R.03.08

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.03.09

3. Kepala Bidang Penyusunan Program R.03.10

4. Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan R.03.11

5. Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program R.03.12

6. Ruang Rapat R.03.13

7. Ruang Satker R.03.14

E. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

1. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis R.04.01

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.04.02

3. Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis R.04.03

4. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis R.04.04

5. Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah R.04.05

6. Ruang Rapat R.04.06

7. Ruang Satker R.04.07

F. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

1. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan R.04.08

2. Kepala Bagian Anggaran dan Umum R.04.09

3. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan R.04.10

4. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru R.04.11

5. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan R.04.12

6. Ruang Rapat R.04.13

7. Ruang Satker R.04.14
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Selain ketersediaan ruangan, pelatan yang memadai juga diperlukan untuk menunjang
kinerja SDM di lingkungan BPIW. Berapa peralatan yang ada di lingkungan BPIW antara
laian Komputer, Printer, scanner, ATK, Telepon/Fax, Internet, In-focus/ dan lainnya.
Berikut adalah daftar beberapa peralatan/barang yang ada di lingkungan BPIW:

Tabel 3.2 Daftar Barang/Peralatan BPIW
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No. Barang

1 Lemari Besi/Metal

2 Lemari Penyimpan

3 Rak Besi

4 Rak Kayu

5 Filling Cabinet Besi

6 Brangkas

7 Mesin Absensi

8 LCD Projector/Infocus

9 Layar LCD Projector

10 Meja Kerja Kayu

11 Kursi Besi atau Metal

12 Kasur/Spring Bed

13 Partisi

14 Jam Mekanis

15 Dispenser

16 Sound System

17 Kamera Digital

18 Meja Rapat

20 Televisi

21 Tripod Kamera

22 Lensa Kamera

23 PC Unit

24 Note Book

25 Voice Recorder

26 Faximile

27 Scanner

28 Printer

29 External/Portable Hardisk



Selain ketersediaan ruang kerja dan ruang pertemuan, kenyamanan menjadi hal yang
lebih penting dalam menunjang kinerja pegawai. Bila sebelumnya ruangan-ruangan yang
ada belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, di tahun ini sudah kembali dilakukan
beberapa perbaikan dan penambahan sekat dan peralatan sehingga diharapkan tingkat
kenyamanan pegawai dalam bekerja lebih meningkat. Peralatan yang tersedia di
lingkungan BPIW sampai dengan saat ini sudah cukup memadai. Peralatan dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 sudah lebih lengkap dibandingkan tahun
sebelumnya, meskipun ada beberapa peralatan yang ketersediannya masih terbatas.

Selain perangkat keras, BPIW sudah menggunakan beberapa sistem atau aplikasi dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan.
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a. Website dan Bank Data BPIW.

•Website BPIW yang telah resmi diluncurkan sejak akhir tahun 2015, dikelola oleh
Sekretariat BPIW untuk dilakukan pemutakhiran baik konten maupun tampilan. Bank
data BPIW akan menjadi media satu pintu di lingkungan BPIW untuk memperoleh
segala bentuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.
Dalam Website BPIW terdapat Informasi terkait profil, produk, pimpinan, mitra,
galeri, berita, kontak dan tautan ke Bank Data BPIW.

b. Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (SIMONAH)

•Sistem ini untuk membantu proses pengadaan tanah di Kementerian PUPR yang
berfungsi untuk melakukan monitoring pengadaan tanah dan sebagai forum/diskusi
permasalahan pengadaan tanah.

c. SIP

•Sistem Informasi Pemrograman (SIP-PUPR) merupakan suatu sistem yang
dikembangkan sebagai perangkat (tools) dalam rangka mendukung proses penyiapan
program pengembangan infrastruktur PUPR. Dengan adanya SIP ini diharapkan
tersinkronisasinya pogram arahan pembangunan infrastruktur PUPR dengan
mengkonsolidasikan program jangka pendek 3 tahun dan usulan daerah serta
terekamnya pengelolaan program arahan pusat dan usulan pembangunan dari
daerah.

d. Basis Data Perkotaan

•Database perkotaan memuat informasi public perkotaan dan sebagai media dalam
mengelola data internal Pusat Pengembangan Perkotaan.

e. Regram WPS

•Regram WPS digunakan dalam merumuskan data dan Informasi secara digital sebagai
pendukung proses sinkronisasi dan keterpaduan program infrastruktur pada 35 WPS,
serta dalam rangka penyediaan databse pendukung penyelenggaraan infrastruktur di
35 WPS.

f. Website Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW

g. Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktru PUPR



3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu
dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan
sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut.
Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis di lingkungan BPIW perlu dipersiapkan
kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah
maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah
berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.
Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017,
Alokasi Anggaran untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp 263.263.528.000 (Dua
ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh
delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.14 Pohon Anggaran BPIW tahun 2017 (DIPA Awal)

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mengalami penghematan melalui APBN-P
sehingga rincian pagu anggaran untuk masih-masing Unit Organisasi adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.3 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon I Kementerian PUPR APBN-P (Hasil Sidang
Kabinet) 

Dari pengehematan tersebut BPIW diminta pengurangan pagu sebesar Rp.
7,000,000,000 atau 2,7% berasal dari belanja barang yang tidak akan mengurangi
target output capaian BPIW di tahun 2017 sehingga pagu efektif BPIW semula
Rp.263,263,528,000 menjadi Rp.256,263,528,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Pagu Anggaran TA 2017 Unit Eselon II BPIW APBN-P
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UNIT 

ORGANISASI

PAGU (DIPA) PENGHEMATAN PAGU APBN-P

SETJEN 569.375.000.000 11,000,000,000 558.375.000.000

DITJEN SDA 33.263.992.082.000 65,118,732,000 33.198.873.350.000

DITJEN BM 41.393.834.333.000 (3,222,737,705,000) 44.616.572.038.000

DITJEN CK 15.935.472.895.000 (932,984,745,000) 16.868.457.640.000

DITJEN PnP 8.280.813.000.000 132,000,000,000 8.148.813.000.000

DITJEN BK 330.022.528.000 9,600,000,000 320.422.528.000

DITJEN PbP 240.813.000.000 3,700,000,000 237.113.000.000

ITJEN 107.653.000.000 3,000,000,000 104.653.000.000

BPIW 263.263.528.000 7,000,000,000 256.263.528.000

BALITBANG 632.700.000.000 15,201,000,000 617.499.000.000

BPSDM 478.575.744.000 25,000,000,000 453.575.744.000

No

.
UNIT KERJA PAGU (DIPA) PENGHEMATAN PAGU APBN-P

1. Sekretariat Badan 

Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah

75.643.528.000 1.388.662.000 74.254.866.000

2. Pusat Perencanaan

Infastruktur PUPR
41.270.000.000 1.483.661.000 39.786.339.000

3. Pusat Pemrograman Dan 

Evaluasi Keterpaduan 

Infrastruktur PUPR

37.300.000.000 1.213.150.000 36.086.850.000

4. Pusat Pengembangan Kawasan 

Strategis
65.670.000.000 1.321.167.000 64.348.833.000

5. Pusat Pengembangan Kawasan 

Perkotaan
43.380.000.000 1.593.360.000 41.786.640.000

Total 263.263.528.000 7.000.000.000 256.263.528.000



Pagu Anggaran APBN-P BPIW TA. 2017 sebesar 256,263,528,000 dengan rincian
sebagai berikut:

Gambar 3.15 Perbandingan Pohon Anggaran BPIW tahun 2017 (DIPA Awal dan APBN-
P)

Gambar 3.15 Pohon Anggaran BPIW tahun 2017 APBN-P berdasarkan paket
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Kegiatan kontraktual tahun BPIW 2017 telah dilelangkan dan telah terkontrak sebesar
Rp. 66.193.160.445,- dengan sisa lelang sebesar Rp. 4.556.839.555,-. Sesuai dengan
surat Menteri PUPR Nomor KU.01.01-Mn/587 tanggal 4 Juli 2017 perihal Persetujuan
Pemanfaatan Sisa Lelang BPIW TA.2017, bahwa sisa lelang sebesar Rp.4.556.839.555,-
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan MYC pembangunan anjungan cerdas Rambut
Siwi pada tahun 2017

Tabel 3.5 Rincian Sisa Lelang BPIW 2017

Tabel 3.6 Rincian Rekomposisi Sisa Lelang untuk MYC Anjungan Cerdas
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UNIT KERJA PAGU (APBN-P) SISA LELANG

Sekretariat Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah
74.254.866.000 347.674.000

Pusat Perencanaan Infastruktur PUPR 39.786.339.000 1.492.540.500

Pusat Pemrograman Dan Evaluasi

Keterpaduan Infrastruktur PUPR
36.086.850.000 835.626.055

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 64.348.833.000 485.394.000

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan 41.786.640.000 1.395.605.000

Total 256.263.528.000 4.556.839.555

UNIT KERJA
PAGU 

(APBN-P)
SISA LELANG

PEMANFAATAN 

UNTUK MYC
PAGU APBN-P

Sekretariat Badan

Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

74.254.866.000 347.674.000 73.907.192.000

Pusat Perencanaan

Infastruktur PUPR
39.786.339.000 1.492.540.500 38.293.799.000

Pusat Pemrograman

Dan Evaluasi

Keterpaduan

Infrastruktur PUPR

36.086.850.000 835.626.055 35.251.225.000

Pusat Pengembangan 

Kawasan Strategis
64.348.833.000 485.394.000 (4.556.839.555) 68.420.276.000

Pusat Pengembangan 

Kawasan Perkotaan
41.786.640.000 1.395.605.000 40.391.036.000

Total
256.263.528.00

0
4.556.839.555

256.263.528.00

0



Pagu sebesar Rp. 256,263,528,000 ini menjadi sumber pendanaan yang dapat di
gunakan BPIW dari total pagu sebanyak Rp 263,263,528,000 untuk berkinerja selama
tahun anggaran 2017. Lebih ringkas mengenai kronologis anggaran BPIW tahun 2017
dapat dilihaat pada gambar berikut.

Gambar 3.6 Kronologis Anggaran BPIW tahun 2017
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BAB 4  

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan pertanggungjawaban akuntabilitas (capaian kinerja) baik

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Akuntabilitas Kinerja BPIW merupakan perwujudan pertanggungjawaban terkait

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan BPIW dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis.

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan

capaian kinerja untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis BPIW
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi
(%)

Kinerja
(%)

1 Meningkatnya
keterpaduan
pembangunan
infrastruktur PUPR 
antardaerah, antar sektor
dan antar tingkat
pemerintahan

Indeks rasio dukungan 
infrastruktur PUPR 
terhadap keterpaduan 
pengembangan kawasan

90 88,90 98.77

2 Meningkatnya
keterpaduan
perencanaan, 
pemrograman, dan
Penganggaran

Tingkat keterpaduan 
kebijakan, perencanaan, 
pemrograman terhadap 
penganggaran 
pembangunan bidang 
PUPR

90 91,83 100

Sumber: Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



a) Sasaran “meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar
daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan” dengan indikator “indeks
rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan
kawasan” yang dihitung dengan melakukan agregat dari realisasi indikator
Sasaran program 1 sehingga diperoleh realisasi sebesar 88,90%, dengan target
90%, sehingga kinerja sebesar 98,77%. Dengan mengukur keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan, maka akan diketahui efektifitas strategi menterpadukan
pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar daerah, antar
sektor dan antar tingkat pemerintahan.

b) Sasaran “meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran” dengan indikator “tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,
pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR” yang juga
dihitung dengan melakukan agregat pada realisasi indikator sasaran program 2,
diperoleh hasil realisasi sebesar 91,83%, dengan target 90%, sehingga kinerja
mencapai 100%. Dengan mengukur keterpaduan kebijakan perencanaan,
pemrograman terhadap penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR, maka
akan diketahui efektifitas perencanaan, pemrograman Kementerian PUPR yang
ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di
bidang PUPR antar sektor, antar daerah dan antar pemerintahan sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik
terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan
pembangunan, dan waktu.

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

Tabel 4.2 Capaian Sasaran Program BPIW
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

2017

REALISASI 

2017

KINERJA

1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 

WILAYAH

1 Meningkatnya

keterpaduan

infrastruktur PUPR 

dengan

pengembangan

kawasan strategis baik

di perkotaan, kluster

industri maupun

perdesaan

1  Tingkat Keterpaduan

Infrastruktur PUPR dalam

kawasan

89% 89,23% 100%

2  Tingkat keterpaduan 

infrastruktur PUPR antar 

kawasan di dalam WPS

89% 90,84% 100%

3  Tingkat keterpaduan

infrasrtruktur PUPR antar

WPS 

88% 86,62% 98.43%



C. Sasaran Program 1
Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan
Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan

Indikator 1
Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR di dalam kawasan:
Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan di dalam
Kawasan dalam WPS pada tahun yang diukur dibandingkan dengan rencana
strategis dan rencana pengembangan, program dan pelaksanaan program jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon
bidang PUPR dan Pemerintah Daerah di dalam kawasan yang dikembangkan
hingga akhir tahun yang diukur serta dikombinaskan melalui pembobotan
tertimbang.
Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan, maka akan
diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang ditujukan untuk
menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR dalam
kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional
lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran,
kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara
pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 89,23%,
dengan target 89% sehingga kinerjanya mencapai 100%.
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 

2017

REALISASI 

2017

KINERJA

1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

2 Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan dan

pemrograman

infrastruktur PUPR 

dengan pengembangan

Kawasan Strategis baik di 

perkotaan, kluster

industri maupun

perdesaan

1  Tingkat keterpaduan

perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) 

dalam kawasan, antar

kawasan, dan antar WPS 

90% 95,33% 100%

2  Tingkat sinkronisasi

program (waktu, fungsi, 

lokasi, besaran) -

disparitas kebutuhan

dengan pemrograman

90% 88,34% 98.16%

Sumber: Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



Indikator 2
Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar Kawasan:
Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar
kawasan di dalam WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis
dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan
tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah
antar kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.
Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR Antar Kawasan di dalam WPS,
maka akan diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang ditujukan untuk
menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar
kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional
lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran,
kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara
pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 90,84%,
dengan target 89% sehingga kinerja dapat mencapai 100%.

Indikator 3
Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS:
Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar WPS
pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana
pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan
keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinaskan melalui
pembobotan tertimbang.
Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR antar wilayah pengembangan
strategis (WPS), maka akan diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang
ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di
bidang PUPR antar WPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan
serta fungsional linhgkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi,
lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang
diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini
sebesar 86,62%, dengan target 88% sehingga kinerja sebesar 98,16%.
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D. Sasaran Program 2
Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR
dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri.

Indikator 1
Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan,
antar kawasan dan antar WPS:
Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi
pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian PUPR
dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang
dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR
dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan prata rata realisasinya serta
dikombinaskan melalui pembobotan tertimbang.
Dengan mengukur keterpaduan perencanaan infrastruktur PUPR, maka akan
diketahui efektifitas perencanaan kegiatan BPIW yang ditujukan untuk
menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR dalam
kawasan, antar kawasan dan antar WPS sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam
dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui
perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi
untuk indikator ini sebesar 95,33%, dengan target 90% sehingga kinerja dapat
mencapai 100%.

Indikator 2
Tingkat sinkronisasi program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan
waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman:
Membandingkan (rasio) dari program kegiatan infrastruktur PUPR yang berhasil
diterpadukan dan disinkron dengan fungsional lingkungan fisik terbangun, lokasi,
besaran, kesiapan pembangunan dan waktu pada 35 WPS dan antar WPS di tahun
diukur dibandingkan dengan rencana program ideal sesuai dengan kesepakatan
konreg, serta dikombinaskan melalui pembobotan dengan faktor-faktor non fisik
antara lain aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta manfaat ekonomi
(berkurangnya disparitas dan meningkatnya pertumbuhan). Dengan mengukur
keterpaduan dan kesinkronan program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan
pembangunan, waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman, maka akan
diketahui efektifitas program-program Kementerian PUPR yang ditujukan untuk
menterpadukan pembangunan Infrastruktur masing-masing sektor di bidang PUPR
baik dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang
terpadu dalam lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu. Melalui
perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi
untuk indikator ini sebesar 88,34%, dengan target 90% sehingga kinerja sebesar
98,16%.
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4.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Capaian Sasaran Kegiatan Pusat Perencanaan Infrastruktur Tahun 2017 berdasarkan

data e-Monitoring adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Output Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
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1 Sasaran 

Kegiatan

Indikator Sasaran 

Kegiatan

Target 

2017

Realisasi 

2017

fisik (%)

Rn Rl Knj

1 Kebijakan dan 

strategi 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur 

wilayah bidang 

PUPR antar 

sektor/wilayah

Jumlah dokumen

rumusan kebijakan dan

strategi keterpaduan

pembangunan

infrastruktur wilayah

bidang PUPR antar

sektor/ wilayah yang 

disusun dan difasilitasi

4 

Dokumen

4 

Dokumen
100 100 100

2 Rencana jangka 

panjang dan 

rencana strategis 

pembangunan 

infrastruktur 

terpadu bidang 

PUPR

Jumlah dokumen 

rencana strategis serta 

rumusan rencana jangka 

panjang dan menengah 

pembangunan 

infrastruktur bidang 

PUPR yang disusun dan 

difasilitasi

2 

Dokumen

2 

Dokumen
100 100 100

3 Rencana 

keterpaduan 

pengembangan 

kawasan dengan 

infrastruktur 

PUPR

100 100 100

Jumlah dokumen 

rencana induk dan 

rencana pengembangan 

infrastruktur bidang 

PUPR terpadu 

antarsektor, antar 

wilayah pengembangan 

strategis, antartingkat 

pemerintahan, dan 

antarpulau yang disusun 

dan difasilitasi

9 

Dokumen

9 

Dokumen
100 100 100



1 Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran 
Kegiatan

Target 
2017

Realisasi
2017

Fisik (%)

Rn Rl Knj

Jumlah laporan data dan 
informasi pengembangan 
infrastruktur terpadu 
bidang pekerjaan umum 
dan perumahan rakyat 
yang disebarluaskan

1 Laporan 1 Laporan 100 100 100

Jumlah dokumen program 
jangka panjang dan jangka 
menengah keterpaduan 
pembangunan 
infrastruktur pekerjaan 
umum dan perumahan 
rakyat yang sinkron

2 
Dokumen

2 
Dokumen

100 100 100

Jumlah  laporan layanan 
teknis terkait kebijakan 
teknis perencanaan 
pengembangan kawasan 
dan infrastruktur bidang 
pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat yang 
diaplikasikan oleh 
stakeholders

1 
Laporan

1 
Laporan

100 100 100

Jumlah dokumen
rekomendasi hasil
evaluasi keterpaduan
pemrograman, 
penganggaran dan
pengembangan
infrastruktur PUPR dalam
kawasan, antar kawasan, 
antar WPS yang 
dilaksanakan

2 
Laporan

2 
Laporan

100 100 100

4 Analisis dampak dan 
mafaat, skema 
pembiayaan, serta 
kerjasama regional 
dan global yang 
disusun dan difasilitasi

100 100 100

Jumlah fasilitasi kerjasama 
regional dan global yang 
dilaksanakan

1 
Dokumen

1 
Dokumen

100 100 100

Jumlah dokumen rumusan
skema pembiayaan
pengembangan yang 
disusun dan difasilitasi

1 
Dokumen

1 
Dokumen

100 100 100
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Upaya Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR dalam mendukung program
pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 9
indikator dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari
kesembilan indikator sasaran tersebut, 8 output berkinerja sangat memuaskan karena
sudah mencapai 100% dari target .

Tabel 4.5 Capaian Output Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

Kegiatan pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR dalam
mendukung program pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 2 (dua) sasaran
kegiatan dengan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Dari kedua sasaran tersebut, satu output dapat memenuhi target sehingga berkinerja
sangat memuaskan.
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No
.

Sasaran Kegiatan Indikator
Sasaran
Kegiatan

Target 2017 Realisasi
2017

fisik (%)

Rn Rl Knj

1

Program Jangka
Pendek dan
Tahunan
Keterpaduan Yang 
Telah Disinkronisasi
Untuk 35 WPS

Penyusunan 
Dokumen 
Rumusan 
Program

6 Dokumen
Rumusan

6 Dokumen
Rumusan

100 100 100

Pelaksanaan 
Layanan Teknis 
Penyusunan 
Program

2 
Dokumen

2 
Dokumen

2

Layanan Data dan 
Informasi Kinerja 
Kebijakan dan 
Program 
Keterpaduan Antara 
Pengembangan 
Wilayah dan 
Infrastruktur
Bidang PUPR

Penyusunan 
Dokumen 
Rekomendasi

2 Dokumen
Rekomendas

i

2 Dokumen
Rekomendas

i
100 100 100

Pengumpulan
Data dan
Informasi

2 
Dokumen

2 
Dokumen
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Tabel 4.7 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
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No. Sasaran Kegiatan
Indikator Sasaran

Kegiatan

Target 

2017

Realisasi 

2017
fisik(%)

Rn Rl K

1 Kebijakan teknis

keterpaduan

pengembangan kawasan

strategis dan antar

kawasan strategis dengan

pembangunan

infrastruktur bidang PUPR

Jumlah pedoman

teknis perencanaan

dan pemrograman

keterpaduan

pengembangan

kawasan strategis dan

antar kawasan

strategis dengan

pembangunan

infrastruktur PUPR 

yang disusun dan

difasilitasi

2 

Pedoman

Teknis

2 

Pedoman

Teknis

100 100 100

Jumlah kebijakan 

teknis keterpaduan 

pengembangan 

kawasan strategis dan 

antar kawasan 

strategis dengan 

pembangunan 

infrastruktur bidang 

PUPR yang disusun 

dan difasilitasi

2 Rencana keterpaduan

pengembangan kawasan

strategis dan antar

kawasan strategis dengan

pembangunan

infrastruktur bidang PUPR

Jumlah Rencana

keterpaduan

pengembangan

kawasan strategis dan

antar kawasan

strategis dengan

pembangunan

infrastruktur bidang

PUPR

3 

Rencana

3 

Rencana

100 100 88,28

3 Koordinasi program,
evaluasi keterpaduan,
serta pengolahan data dan
informasi di kawasan
strategis dan antar
kawasan strategis

Jumlah Rencana Aksi

Tahunan

Keterpaduan Program

3 

Dokumen

3 

Dokumen

100 100 100

Jumlah ketersediaan 

data infrastruktur, 

lahan dan kebutuhan 

cadangan lahan pada 

WPS

2 

Dokumen

2 

Dokumen



Kegiatan pengembangan kawasan strategis dalam mendukung program pengembangan
infrastruktur wilayah memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan target sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari keempat sasaran tersebut, hampir
seluruh output sampai dengan saat ini sudah berkinerja memuaskan kecuali untuk
sasaran “Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan
strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR”.

.

No.
Sasaran

Kegiatan

Indikator Sasaran

Kegiatan
Target 2017 Realisasi 2017 fisik (%)

Rn Rl K

4

Area inkubasi
pada kawasan
strategis yang
dibangun

Jumlah Rencana

Teknis Area 

Inkubasi

2 Rencana

Teknis

2 Rencana

Teknis

10

0

100 100

Jumlah Area 

Inkubasi pada 

Kawasan Strategis 

dan Antar Kawasan 

Strategis

Area Inkubasi

Strategis ; 2 

Dokumen

Manajemen

Konstruksi

Area Kawasan

Inkubasi (MYC)

Area Inkubasi

Strategis ; 2 

Dokumen

Manajemen

Konstruksi

Area Kawasan

Inkubasi (MYC)

Fasilitasi dan

Koordinasi

Pengadaan Tanah 

Infrastruktur PUPR

1 lokasi 1 lokasi
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Tabel 4.9 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran 

Kegiatan

Target 

2017

Realisasi

2017

fisik(%) 

Rn Rl K

1
Layanan dan informasi

keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan infrastruktur

bidang pekerjaan

umum dan perumahan

rakyat.

Jumlah layanan 

data dan informasi
1 Laporan 1 Laporan

100 100 100

2 Area inkubasi pada

kawasan perkotaan

yang dibangun

Jumlah dokumen

rencana teknis

area inkubasi pada

kawasan perkotaan

yang disusun dan

ditetapkan

1 

Dokumen

Teknis

1 

Dokumen

Teknis

100 100 100

3

Layanan teknis

keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan infrastruktur

bidang pekerjaan

umum dan perumahan

rakyat

Jumlah layanan

teknis keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan

infrastruktur bidang

pekerjaan umum

dan perumahan

rakyat

1 Laporan 1 Laporan

100 100 100

4 Rencana keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan infrastruktur

bidang pekerjaan

umum dan perumahan

rakyat

Jumlah dokumen

rencana

keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan

infrastruktur bidang

pekerjaan umum

dan perumahan

rakyat yang disusun

dan difasilitasi

20 

Dokumen

20 

Dokumen

100 100 100
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran 

Kegiatan

Target 

2017

Realisasi 

2017

fisik(%) 

Rn Rl K

5

Kebijakan teknis 

keterpaduan 

pengembangan 

kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur 

bidang pekerjaan 

umum dan 

perumahan rakyat

Jumlah kebijakan

teknis keterpaduan

pengembangan

kawasan perkotaan

dengan

infrastruktur bidang

pekerjaan umum

dan perumahan

rakyat yang disusun

dan difasilitasi

4 

Dokumen

4 

Dokumen

100 100 100

6

Program jangka 

pendek keterpaduan 

pengembangan 

kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur 

bidang pekerjaan 

umum dan 

perumahan rakyat

Jumlah dokumen

rumusan program 

yang disinkronkan

5 

Dokumen

Rumusan

5 

Dokumen

Rumusan

100 100 100

Kegiatan pengembangan kawasan perkotaan dalam mendukung program
pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 6 (enam) sasaran kegiatan dengan
target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari keenam
sasaran tersebut, seluruh output dapat memenuhi target sehingga berkinerja sangat
memuaskan.
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Tabel 4.11 Capaian Sekretariat BPIW

Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan “Layanan Dukungan Manejemen Eselon I” dalam

program pengembangan infrastruktur wilayah di tahun 2017, Sekretariat BPIW memiliki

indikator sasaran kegiatan dukungan manajemen dengan rincian 3 layanan pada masing-

masing Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Layanan

Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data; Layanan

Administrasi Keuangan, Umum, dan BMN; serta Layanan Hukum, Kerjasama, dan

Informasi. Sampai dengan status akhir Desember 2017, kinerja sekretariat BPIW untuk

keempat layanan sudah memuaskan.

No. Sasaran 

Kegiatan

Indikator 

Sasaran 

Kegiatan

Target 

2017

Realisas

i 2017

Fisik (%) 

Rn Rl K

1

Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Eselon I

Dukungan

Manajemen

Layanan 

Administrasi 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tata Laksana

3 

Layanan

3 

Layanan
100 100 100

Layanan 

Perencanaan 

Program 

Anggaran dan 

Evaluasi 

Kinerja serta 

Pengelolaan 

Data

3 

Layanan

3 

Layanan
100 100 100

Layanan 

Administrasi 

Keuangan, 

Umum, dan 

BMN

3 

Layanan

3 

Layanan
100 100 100

Layanan

Hukum, 

Kerjasama, 

dan Informasi

3 

Layanan

3 

Layanan
100 100 100
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4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Perbandingan kinerja organisasi perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap
kinerja organisasi untuk menjadi acuan baik dengan kinerja tahun sebelumnya maupun
dengan target di tahun yang akan datang untuk melihat gap antara keduanya.

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis BPIW tahun 2016
dengan tahun 2017.

Tabel 4.13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPIW Tahun 2016 
dan Tahun 2017

Realisasi yang terwujud untuk kedua sasaran strategis BPIW terjadi peningkatan bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Sasaran strategis 1 “meningkatnya
keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan” kinerja mengalami peningkatan yang sebelumnya sebesar
90,10% menjadi 98,77% di tahun 2017 ini. Sedangakan untuk Sasaran Strategis 2
“meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran” juga
meningkat baik secara realisasi maupun proporsinya terhadap target. Kinerja Sasaran
Strategis tahun sebelumnya sebesar 90,63%, di tahun 2017 ini kinerjanya meningkat
dengan mencapai target 100%.

N

o

Sasaran

Strategisdf

Indikator

Kinerja

T 

2016

(%)

R

2016

(%)

KNJ

2016

(%)

T 

201

7

(%)

R

2017

(%)

KNJ

2017

(%)

1 Meningkatnya 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur 

PUPR 

antardaerah, 

antar sektor dan 

antar tingkat 

pemerintahan

Indeks rasio 

dukungan 

infrastruktur 

PUPR terhadap 

keterpaduan 

pengembanga

n kawasan

85 76,59 90,10 90 88,90 98,77

2 Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan, 

pemrograman, 

dan

Penganggaran

Tingkat 

keterpaduan 

kebijakan, 

perencanaan, 

pemrograman 

terhadap 

penganggaran 

pembangunan 

bidang PUPR

85 77,04 90,63 90 91,83 100
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Tabel 4.14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2016 dan Tahun
2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan capaian kinerja Sasaran program

BPIW tahun 2016 dan tahun 2017. Pada sasaran program 1 dengan indikator 1 “Tingkat

Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan” di tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar

92,58%, sedangkan pada tahun 2017 kinerjanya mencapai 100%. Pada indikator 2 “Tingkat

Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS” di tahun 2016 kinerja yang

dicapai sebesar 92,01%, sedangkan pada tahun 2017 kinerja yang dicapai sebesar 100%.

Pada indikator 3 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS” di tahun 2016 kinerja

yang dicapai sebesar 92,22%, sedangkan pada tahun 2017 kinerja yang dicapai sebesar

98,43%.

No Sasaran 

Program

Indikator Kinerja T 

2016 

(%)

Rl 

2016

(%)

Knj

(%)

T 

2017

(%)

Rl 

2017

(%)

Knj

(%)

1) Program Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah

1 Meningkatnya 

keterpaduan 

infrastruktur 

PUPR dengan 

pengembangan 

kawasan 

strategis baik di 

perkotaan, 

kluster industri 

maupun 

perdesaan

1  Tingkat Keterpaduan 

Infrastruktur PUPR 

dalam kawasan

84 77,77 92.58 89 89.23 100

2  Tingkat keterpaduan

infrastruktur PUPR antar

kawasan di dalam WPS

83 76,37 92.01 98 90.84 100

3  Tingkat keterpaduan 

infrasrtruktur PUPR 

antar WPS 

82 75,62 92.22 88 86.62 98.43

2 Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan

dan

pemrograman

infrastruktur

PUPR dengan

pengembangan

Kawasan

Strategis baik di 

perkotaan, 

kluster industri

maupun

perdesaan

1  Tingkat keterpaduan

perencanaan dengan

pelaksanaan (deviasi) 

dalam kawasan, antar

kawasan, dan antar WPS 

85 80,39 94.58 90 95.33 100

2  Tingkat sinkronisasi

program (waktu, fungsi, 

lokasi, besaran) -

disparitas kebutuhan

dengan pemrograman

84 73,68 87.71 90 88.34 98.16
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Kemudian untuk sasaran program 2 untuk indikator 1 “Tingkat keterpaduan
perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar
WPS” di tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 94,58%, sedangkan di tahun 2017
kinerja yang dicapai sebesar 100%. Pada indikator 2 “Tingkat sinkronisasi program
(waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman” di tahun
2016 kinerja yang dicapai sebesar 87,71%, sedangkan di tahun 2017 kinerja yang dicapai
sebesar 98,16%.

4.2.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis BPIW
dibandingkan target renstra untuk indikator kinerja “indeks rasio dukungan infrastruktur
PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan” terealisasi sebesar 88,08% dari
target sebesar 90%, dan untuk indikator kinerja “tingkat keterpaduan kebijakan,
perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR
terealisasi 89,83% dari target sebesar 90%. Target Sasaran Strategis BPIW yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja merupakan target yang bersumber dari renstra

Tabel 4.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

2017

(%)

Target 

2015-2019

(%)

Realisasi

2017

(%)

1 Meningkatnya 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur PUPR 

antardaerah, antar 

sektor dan antar 

tingkat pemerintahan

Indeks rasio dukungan 

infrastruktur PUPR terhadap 

keterpaduan 

pengembangan kawasan

90 100 88.90

2 Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan, 

pemrograman, dan

Penganggaran

Tingkat keterpaduan 

kebijakan, perencanaan, 

pemrograman terhadap 

penganggaran 

pembangunan bidang PUPR

90 100 91.83
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Target Sasaran Program BPIW yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja juga merupakan
target yang terdapat dalam renstra. Hasil pengukuran sasaran strategis BPIW
merupakan agregat dari sasaran programnya sehingga tidak jauh berbeda yang terjadi
pada capaian sasaran program BPIW di tahun 2017.

Tabel 4.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2017 
dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

Selain capaian kinerja sasaran yang bersifat outcome, Badan Pengembangan I

nfrastruktur Wilayah juga menghasilkan capain yang sifatnya output sebagaimana target
yang juga tertuang dalam Renstra PUPR 2015-2019. Capaian output tahun 2017 ini tidak
sepenuhnya dapat memenuhi target-target yang tertuang dalam renstra. Salah satu
faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target output renstra karena besar pagu
yang dianggarkan berbeda dengan anggaran yang diproyeksikan dalam renstra, tetapai
ada beberapa output yang menghasilkan capaian melebihi target. Adapun rincian
capaian output yang dihasilkan BPIW pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.17
sampai dengan Tabel 4.21

NO SASARAN 
PROGRAM

INDIKATOR KINERJA TARGE
T 

2016

TARGET 
2015-2019

REALISASI 
2017

1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1 Meningkatnya
keterpaduan infrastruktur
PUPR dengan
pengembangan kawasan
strategis baik di 
perkotaan, kluster
industri maupun
perdesaan

1  Tingkat Keterpaduan
Infrastruktur PUPR dalam
kawasan

89% 100% 89.23

2  Tingkat keterpaduan 
infrastruktur PUPR antar 
kawasan di dalam WPS

89% 100% 90.84

3  Tingkat keterpaduan 
infrasrtruktur PUPR antar 
WPS 

88% 100% 86.62

2 Meningkatnya 
keterpaduan 
perencanaan dan 
pemrograman 
infrastruktur PUPR 
dengan pengembangan 
Kawasan Strategis baik di 
perkotaan, kluster 
industri maupun 
perdesaan

1  Tingkat keterpaduan 
perencanaan dengan 
pelaksanaan (deviasi) 
dalam kawasan, antar 
kawasan, dan antar WPS 

90% 100% 95.33

2  Tingkat sinkronisasi
program (waktu, fungsi, 
lokasi, besaran) -
disparitas kebutuhan
dengan pemrograman

90% 100% 88.34
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Tabel 4.17 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

No. Output Target Capaian Rincian

1 Kebijakan dan strategi

keterpaduan pembangunan

infrastruktur wilayah bidang

PUPR antar sektor/ wilayah

7 4

Dokumen Rancangan Peraturan Menteri Aksi

Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim & 

Pengurangan Resiko Bencana Kementerian

PUPR

Buku Saku Mekanisme Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR 

Mendukung Pelestarian Warisan Budaya & 

Alam Indonesia

Dokumen Arahan Pedoman Perencanaan & 

Penilaian Estetika Infrastruktur

Dokumen Rencana jangka panjang dan

rencana strategis pembangunan infrastruktur

terpadu bidang PUPR

2 Rencana jangka panjang dan

rencana strategis pembangunan

infrastruktur terpadu bidang

PUPR

11 2
Midterm Review Renstra Kementerian PUPR 

2015-2019

Review Renstra BPIW 2015-2019

3 Rencana induk dan rencana

pengembangan infrastruktur

bidang PUPR terpadu

antarsektor, antar wilayah

pengembangan strategis, 

antartingkat pemerintahan, dan

antarpulau

12 9
Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 
untuk Mengurangi Disparitas Wilayah Utara dan
Selatan Pulau Jawa-Bali

Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 
untuk Mengurangi Disparitas Wilayah Barat dan
Timur Pulau Sumatera

Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 
untuk Penguatan Perbatasan di Pulau
Kalimantan

Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 
untuk Mendukung Ketahanan Air di Koridor
Selatan Sulawesi dan Kep. Nustra

Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR 
untuk mengurangi Disparitas Pulau-Pulau Kecil 
di Kepulauan Maluku dan koridor tengah di 
Pulau Papua

Rencana Keterpaduan Antar Sektor Mendukung
Agenda Prioritas Nasional di Wilayah I

Penguatan Konektivitas Nasional Bidang PUPR 
dengan Keterpaduan Pembangunan WPS di 
Pantai Selatan Pulau Nusa Tenggara

Rencana Implementasi Program Infrastruktur
PUPR Jangka Menengah di Pulau Sumatera

Rencana Implementasi Program Infrastruktur
PUPR Jangka Menengah di Pulau Jawa-Bali
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Tabel 4.17 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

No. Output Target Capaian Rincian

4 Layanan data dan informasi 
pengembangan infrastruktur 
terpadu bidang pekerjaan 
umum dan perumahan 
rakyat

4 1
Inventarisasi Data dan Informasi 
Pengembangan Infrastruktur 
Terpadu PUPR

5 Fasilitasi kerjasama regional 
dan global yang dilaksanakan 4

6 Layanan teknis terkait
kebijakan teknis perencanaan
pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan
perumahan rakyat

1

7 Rekomendasi hasil evaluasi
keterpaduan perencanaan, 
pemrograman dan
pengembangan infrastruktur
PUPR dalam kawasan, antar
kawasan, antar WPS

4 2
Keterpaduan Rencana Antar Sektor
Jangka Menengah dan Jangka
Panjang Bidang PUPR Wilayah I

Keterpaduan Antar Sektor Jangka
Panjang dan Jangka Menengah
Bidang PUPR di Wilayah II

8 Rekomendasi hasil analisis
dampak dan manfaat
keterpaduan pengembangan
infrastruktur PUPR

5 2
Skema Pembiayaan Keterpaduan
Infrastruktur Pengembangan
Wilayah 

Dukungan Kerjasama Regional dan
Global Pengembangan Infrastruktur
PUPR

9 Program jangka panjang dan 
jangka menengah 
keterpaduan yang telah 
disinkronisasi

1 1
Pengarahan dan Pengawasan
Keterpaduan Pengembangan
Infrastruktur PUPR di Wilayah II

10 Skema pembiayaan
pengembangan yang disusun
dan difasilitasi

2 2
Evaluasi Keterpaduan Perencanaan
Infrastruktur PUPR di Perbatasan
dan Pulau Terluar

Evaluasi Keterpaduan Perencanaan
Infrastruktur PUPR di WPS 29 dan
30
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Dalam rangka perkembangan dinamika yang ada saat ini mendorong untuk melakukan
review terhadap Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 agar keberadaan renstra
Kementerian PUPR dapat menjadi arah kebijakan program, kegiatan serta pendanaan
yang efektif dan mampu merespon dinamika pembangunan yang ada.

Berdasarkan kesepakatan hasil rapat bahwa visi Misi, dan Tujuan Kementerian PUPR
tidak mengalami perubahan dikarenakan merupakan turunan dari Nawacita dan RPJMN
yang menjadi Tugas kementerian PUPR. Sedangkan, Sasaran Strategis (SS) Kementerian
PUPR yang semula berjumlah 15 SS, diubah menjadi 4 SS yang didukung oleh Sasaran
Program (SP). Sasaran Program merepresantasikan setiap unor di Kementerian PUPR.
Arahan Bapak Wakil Presiden pada Rapat Terbatas akhir Mei 2017 bahwa target RPJMN
2015-2019 tidak berubah. Dengan demikian, target-target utama Renstra PUPR 2015-
2019 pun tidak berubah. Sementara itu, strukturisasi Sasaran Strategis, Sasaran
Program, Sasaran Kegiatan, dan Output pada matriks target kinerja Renstra akan
menyesuaikan struktur pada aplikasi Krisna yang dirancang oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.

BPIW melaluai Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR telah merumuskan draft 0 dan
draft 1 buku Midterm Review Renstra Kementerian PUPR dan mengedarkannya ke
seluruh Unor untuk mendapatkan masukan sejak bulan Juli hingga November 2017.
Buku draft 1 tersebut meliputi review atas capaian paruh waktu Renstra PUPR,
perkembangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Renstra
Kementerian PUPR, peta strategi Kementerian PUPR, arah kebijakan dan strategi
pencapaian seluruh target Renstra hingga tahun 2019, kerangka regulasi dan kerangka
kelembagaan terbaru, serta matriks target kinerja dan program pendanaan.

Gambar 4.1   Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019
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Kementerian PUPR melalui Rencana Strategis Kementerian mentargetkan pembiayaan
infrastruktur sebesar Rp 931,58 trilyun sedangkan berdasarkan hasil review Rencana
Strategis Kementerian PUPR, kemampuan alokasi APBN Kementerian PUPR hingga
tahun 2019 hanya sebesar Rp 532,21 trilyun. Hal ini berarti ada gap pembiayaan
infrastruktur PUPR sebesar Rp 399,37 trilyun.

Gambar 4.2  Alokasi APBN PUPR Terhadap Renstra PUPR 2015-2019

Berdasarkan gap tersebut perlu dianalisis alternatif-alternatif skema pembiayaan non
APBN antara lain skema KPBU, pinjaman luar negeri, hibab luar negeri, CSR, dan skema
yang lainnya. Hal yang juga penting pada saat akan membiayai infrastruktur dengan
pembiayaan non APBN adalah mengenai resiko yang mungkin muncul. Alternatif
pembiayaan tidak terbatas pada sumber pembiayaannya saja tetapi dapat juga
mengenai skema kerjasama konsesinya. Dikarenakan alokasi APBN yang semakin
terbatas, maka diperlukan skema pembiayaan yang meminimalisir alokasi APBN atau
bahkan tanpa membebani alokasi APBN yang ada.
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Gambar 4.3 Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non APBN

Berdasarkan gap tersebut perlu dianalisis alternatif-alternatif skema pembiayaan non
APBN antara lain skema KPBU, pinjaman luar negeri, hibab luar negeri, CSR, dan skema
yang lainnya. Hal yang juga penting pada saat akan membiayai infrastruktur dengan
pembiayaan non APBN adalah mengenai resiko yang mungkin muncul. Alternatif
pembiayaan tidak terbatas pada sumber pembiayaannya saja tetapi dapat juga
mengenai skema kerjasama konsesinya. Dikarenakan alokasi APBN yang semakin
terbatas, maka diperlukan skema pembiayaan yang meminimalisir alokasi APBN atau
bahkan tanpa membebani alokasi APBN yang ada.

Gambar 4.4 Perbandingan 5 Skema Pembiayaan Infrastruktur
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Pada tahun 2017 ini disusun juga Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR khususnya
untuk penguatan perbatasan. Rencana Pengembangan disusun per Pulau yang meliputi
Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa-Bali, Pulau Sulawesi, Kepaulauan
Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua

Gambar 4.5 Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Untuk penguatan perbatasan di 
Pulau Sumatera

Gambar 4.6 Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR Untuk penguatan perbatasan di 
Pulau Kalimantan
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Rancangan Peraturan Menteri Rencana Aksi Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim &
Pengurangan Resiko Bencana merupakan salah satu output utama di tahun 2017 yang
berisi Keputusan Menteri PUPR tentang pembentukan tim mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan resiko bencna kementerian PUPR, salah satu tugas
tim pelaksanaan adalah menyiapkan rancangan perubahan Permen PU No
11/PRT/M/2012.

Secara umum Permen ini memfokuskan pada beberapa hal penting baik sebagai upaya
mitigasi maupun upaya adaptasi, sebagai berikut:

a. Bidang Sumberdaya Air dalam upaya mitigasi Perubahan Iklim memfokuskan pada
penanganan pengelolaan tata air lahan gambut pada kawasan rawa, dan didukung
dengan kebutuhan penyiapan MRV. Upaya adaptasi Perubahan Iklim difokuskan pada
upaya rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang hemat air serta mendorong terlaksananya
gerakan hemat air.

b. Bidang Jalan dan Jembatan lebih mengarahkan rencana aksi mitigasinya melalui
upaya penurunan kemacetan serta penggunaan material jalan yang ramah lingkungan,
sedangkan upaya adaptasi terfokus pada upaya penurunan resiko kerusakan jalan akibat
bencana dampak Perubahan Iklim.

c. Bidang Keciptakaryaan memfokuskan upaya mitigasi pada upaya pengelolaan sampah
dan limbah khususnya menurunkan emisi gas metana, dan pengelolaan bangunan dan
lingkungan hemat energi. Upaya adaptasi diarahkan pada upaya mengaktifkan gerakan
hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari
perubahan curah hujan yang ekstrem.

d. Bidang Penataan Ruang mengupayakan mitigasi Perubahan Iklim yang terfokus pada
upaya mendorong perwujudan 30% kawasan konservasi pada DAS yang ditujukan untuk
meningkatkan carbon sink melalui percepatan penetapan perda RTRW provinsi dan
kabupaten/kota. Upaya lain adalah melalui pengarusutamaan konsep ekonomi rendah
karbon dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sementara dalam upaya adaptasi lebih
diarahkan pada identifikasi wilayah (kabupaten/kota) rentan terkena dampak
Perubahan Iklim, dimana pada kawasan tersebut akan diberikan pendampingan dalam
penyusunan Rencana Detail.

Output Rapermen selanjutnya yaitu Rapermen Rencana induk Pembangunan
Infrastruktur PUPR. Rapermen tersebut berguna sebagai acuan bagi pelaku
pembangunan infrastruktur PUPR (perencana, pelaksana dan pengawas) dalam
melakukan analisis terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
sebagai bagian dari proses pembanguan infrastruktur.



Tabel 4.18 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan

No. Output Target Capaian Rincian

1 Pedoman teknis sinkronisasi
program jangka pendek dan
tahunan keterpaduan
pembangunan infrastruktur
wilayah bidang PUPR

7 3
Dokumen Panduan Kegiatan Prakonsultansi
Regional

Dokumen Panduan Aplikasi Sistem Informasi
Pemrograman (SIP)

Dokumen Panduan Rapat Koordinasi

2 Program tahunan keterpaduan
yang telah disinkronisasi untuk
35 WPS

30 34
Dokumen Rumusan Program Tahun 2018 untuk
34 Provnsi (Hasil Prakonreg 2017)

3 Layanan teknis terkait
sinkronisasi program jangka
pendek dan tahunan
keterpaduan pembangunan
infrastruktur wilayah bidang
PUPR

19 7

Dokumen Sinkronisasi Program dan Pembiayaan
TA 2019 Pembangunan Infrastruktur PUPR 
Wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, 
Bali, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan
Nusa Tenggara

Dokumen Review dan Penyusunan Sinkronisasi
Program Pembangunan Jangka Pendek
Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan
Infrastruktur PUPR

Dokumen Indikasi Skema Pembiayaan KPBU di 
Program Pembangunan Infrastruktur PUPR

Dokumen Program Pembangunan Infrastruktur 
dengan Pembiayaan DAK

Dokumen Hasil Musrenbang, Multilateral, dan
Bilateral

Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Antar 
Kementerian LainnyaLayanan

4 Rekomendasi hasil evaluasi
kinerja pelaksanaan kebijakan
dan program keterpaduan
pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang PUPR

27 9
Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS 
Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2017

Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja 
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS 
Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2017

Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS 
Pulau Jawa Tahun Anggaran 2017

Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS 
Pulau Bali Tahun Anggaran 2017

Dokumen Pengukuran Capaian Kinerja
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS 
Pulau Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Keterpaduan
Infrastruktur PUPR Pada WPS Pulau Sulawesi 
Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Keterpaduan
Infrastruktur PUPR Pada WPS Pulau Maluku 
Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Keterpaduan
Infrastruktur PUPR Pada WPS Pulau Papua 
Tahun Anggaran 2017
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Tabel 4.18 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan

No. Output Target Capaian Rincian

5 Kinerja pelaksanaan kebijakan
dan program keterpaduan
pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang
PUPR

10 9
Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2017

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Kalimantan Tahun Anggaran 2017

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Jawa Tahun Anggaran 2017

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Bali Tahun Anggaran 2017

Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Nusa Tenggara Tahun Anggaran
2017

Pengukuran Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Sulawesi Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPR Pada WPS 
Pulau Maluku Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Monitoring dan Evaluasi
Program Kementarian PUPRPada WPS 
Pulau Papua Tahun Anggaran 2017

6 Layanan data dan informasi
keterpaduan antara
pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR

7 9
Dokumen Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Sumatera

Dokumen Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Jawa

Dokumen Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Bali

Dokumen Sinkronisasi Program dan 
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Nusa Tenggara

Dokumen Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Kalimantan

Dokumen Sinkronisasi Program dan 
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Sulawesi

Dokumen Sinkronisasi Program dan 
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Pulau Maluku

Dokumen Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Jangka Pendek 2018-2020 di 
Papua
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Dokumen Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-
2020 disusun sebagai bentuk pemenuhan Sasran Kegiatan layanan teknis terkait
sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan
infrastruktur wilayah bidang PUPR. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan
keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan di
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Selain itu juga sebagai langkah memutakhirkan
data dan informasi yang menjadi dasar dalam penyusunan/perumusan program dan
pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek. Terdapat 5 Dokumen
Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 yaitu
untuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pualu Bali dan Keplauan Nusa
Tenggara, serta Kepulauan Maluku dan Pulau Papura

Gambar 4.7 Dokumen Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka
Pendek 2018-2020
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Pelaksanaan Pra Konreg dan Konreg merupakan bentuk pemenuhan Sasaran Kegiatan
Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronkan untuk 35 WPS. Kegiatan
tersebut dalam rangka Mengimplementasikan agenda prioritas nasional & renstra PUPR
dalam menyelenggarakan keterpaduan kawasan. Beberapa output dari pelaksanaan
kegiatan ini antara lain Dokumen hasil desk Pra Konreg serta buku-buku yang menjadi
panduan dalam pelaksanaan Pra Konreg seperti User manual SIP Lokal, buku Operator,
dan buku Pintar.

Gambar 4.8  Dokumen hasil Desk Pra Konreg dan Buku Panduan
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Tabel 4.19 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis

No. Output Target Capaian Rincian

1 Kebijakan teknis keterpaduan 

pengembangan kawasan 

strategis dan antar kawasan 

strategis dengan pembangunan 

infrastruktur bidang PUPR

6 2
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan
Anjungan Cerdas

Dokumen Pinjaman Luar Negeri Program 
Infrastruktur Kawasan Pariwisata

2 Rencana keterpaduan 

pengembangan kawasan 

strategis dan antar kawasan 

strategis dengan pembangunan 

infrastruktur bidang PUPR

10 2
MPDP Infrastruktur PUPR Terpadu Destinasi
Pariwisata Labuan Bajo

MPDP Infrastruktur PUPR Terpadu Kawasan
Pelabuhan Patimban

3 Layanan data dan informasi 

keterpaduan pengembangan 

kawasan perkotaan dengan 

infrastruktur bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat

2 5
Rencana Aksi Implementasi Pengadaan Tanah 
Infrastruktur PUPR

Laporan Monitoring dan Pelaporan Pengadaan
Tanah Infrastruktur PUPR (Berbasis ICT)

Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan
Program dalam Kawasan Strategis (di luar WPS 
Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar)

Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan
Program WPS (di luar WPS Perbatasan dan 
Pulau Kecil Terluar)

Laporan Percepatan Implementasi Program
Pengembangan WPS MBBPT

4 Area inkubasi pada kawasan 

strategis yang dibangun
14 6

Konsep Pengembangan Inkubasi Antar 
Kawasan Danau Toba-Kabanjahe-Sibolangit

Business Plan Kawasan Inkubasi di Rambut Siwi 
dan Trenggalek

Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi 
Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan 
Strategis Jogja-Prigi-Blitar-Malang

Manajemen Konstruksi Perancangan dan
Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas
Wilayah Pengembangan Strategis Jogja-Prigi-
Blitar-Malang

Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi
Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan
Strategis Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai

Manajemen Konstruksi Perancangan dan
Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas
Wilayah Pengembangan Strategis Gilimanuk-
Denpasar-Padang Bai

5 Fasilitasi pencadangan dan 

pengadaan tanah yang 

dilaksanakan untuk 35 WPS

29 1
Lokasi Pengamanan Aset Tanah di Kecamatan
Merek, Kabupaten Karo
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Master Plan dan Development
Plant Kawasan Strategis yang
disusun pada tahun 2017 adalah
MPDP Infrastruktur PUPR
Terpadu Destinasi Pariwisata
Labuan Bajo dan Kawasan
Pelabuhan Patimban.

MPDP tersebut menjadi dasar/
acuan bagi perencanaan dan
pemrograman pengembangan
infrastruktur strategis di wilayah
pengaruh Destinasi Pariwisata
maupun kawasan tersebut.

Gambar 4.9  Ruang Lingkup Wilayah Pengembangan
Destinasi Labuan Bajo
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Gambar 4.10 Ruang Lingkup Wilayah

Gambar 4.11 Indikasi Program 2018 - 2030

Pada tahun 2017 juga disusun Konsep
Pengembangan Inkubasi Kawasan Danau
Toba – Kabanjahe – Sibolangit mencakup
22 Kecamatan (7 Kecamatan merupakan
wilayah inti dan 15 kecamatan merupakan
wilayah pendukung). Kecamatan yang
masuk ke dalam wilayah inti antara lain
Kecamatan Sibolangit yang berada di
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan
Berastagi, Kecamatan Barusjahe,
Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan
Dolatrakyat, Kecamatan Tiga Panah, dan
Kecamatan Merek yang berada di
Kabupaten Karo.
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Rapermen Pedoman Pengembangan Infrastruktur Terpadu Kawasan Strategis dan Antar
Strategis disusun dalam rangka mewujudkan pengembangan antar-kawasan strategis
yang sinkron dan terpadu dalam rangka mendorong efektifitas dan efisiensi
pembangunan infrastruktur wilayah. Rapermen ini akan menjadi acuan bagi para
pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pengembangan infrastruktur
wilayah antar-kawasan strategis.

Gambar 4.12 Lokasi Pembangunan Anjungan Cerdas di WPS 15 Gilimanuk – Denpasar –
Padang Bai dan di WPS 12 Yogya – Prigi – Blitar – Malang
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Tabel 4.20 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan

No. Output Target Capaian Rincian

1 Kebijakan teknis keterpaduan 

pengembangan kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat

4 4
Dokumen Keterpaduan Program 

Infrastruktur Kota Pusaka

Dokumen Keterpaduan Program 

Infrastruktur Kawasan Metropolitan 

Dokumen Penyiapan Keterpaduan 

Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional

Dokumen Penyusunan Arahan 

Pengembangan dan Kajian 

Kependudukan Kawasan Pantai 

Utara Jakarta (NCICD)

2 Rencana keterpaduan 

pengembangan kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat

21 20

Masterplan dan Development Plan 
Metropolitan Banjarbakula ( Kota 
Banjarmasin, Kota Banjarbaru, 
Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Barito Kuala) di WPS Palangkaraya, 
Banjarmasin, dan Batulicin

Review Masterplan, Development 
Plan dan Penyusunan Pra Desain Kota 
Baru Tanjungselor dan sekitarnya

Masterplan dan Development Plan 
Kawasan Perkotaan Sorong dsk dan
Pra Desain Kawasan Prioritas

Masterplan dan Development Plan 
Kawasan Perkotaan disekitar Danau
Toba

Dokumen MPDP Penyiapan 
Masterplan Infrastruktur 
Pengembangan Kawasan Kota 
Besar/Sedang Dumai, Tebingtinggi, 
Singkawang dan Kota Baru 
Palembang, Makassar, Manado

Masterplan, Development Kawasan
Perdesaaan Prioritas Nasional Di 
Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan 
(5 kawasan perdesaan) 

Masterplan, Development Palan
Kawasan Perdesaaan Prioritas
Nasional di Pulau Sulawesi, Pulau 
Kalimantan dan Pulau Sumbawa (5 
kawasan perdesaan) 

3 Layanan data dan informasi 

keterpaduan pengembangan 

kawasan perkotaan dengan 

infrastruktur bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat

2 1
Laporan Pengelolaan Basis Data Pusat
Pengembangan Kawasan Perkotaan
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Tabel 4.20 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan

No. Output Target Capaian Rincian

4 Program jangka pendek

keterpaduan pengembangan

kawasan perkotaan dengan

infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

2 5

Dokumen Rumusan Rencana Aksi 

Implementasi Keterpaduan 

Kawasan Pantai Utara Jakarta 

(NCICD)

Dokumen Rumusan Pemantauan 

Implementasi Pengembangan 

Kawasan Kota Baru Maja, Sofifi dan 

Pontianak

Dokumen Rusmusan Penyiapan 

Rencana Aksi Agenda Baru 

Perkotaan (New Urban Agenda) 

dalam Pengembangan Kawasan 

Perkotaan di Indonesia

Dokumen Rumusan Pemantauan 

Implementasi Pengembangan 

Infrastruktur Kota Kecil dan 

Kawasan Perdesaan

Dokumen Rumusan Pelaksanaan 

Penyusunan Program Eselon II, 

Lakip, PK, e-Mon, Buku Tahunan

5 Area inkubasi pada kawasan 

perkotaan yang dibangun
17 1

Dokumen Rencana Teknis
Penyusunan Studi penetapan dan 
Pra Desain Kawasan prioritas Kota
Lama Semarang

6 Pedoman teknis, rencana, dan 

program keterpaduan 

pengembangan kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat

6

7 Layanan Teknis keterpaduan 

pengembangan kawasan perkotaan 

dengan infrastruktur bidang 

pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat

9 1
Laporan Pelaksanaan SMM, KPI dan
Pengembangan Kapasitas SDM 
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Gambar 4.13 Basis Data Pusat Kawasan Perkotaan

Pada tahun 2016, telah dibangun suatu sistem informasi perkotaan dan basis data
perdesaan di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Dalam sistem informasi
tersebut, telah tersedia basis data yang dapat berguna bagi proses perencanaan dan
pembangunan kawasan perkotaan, meliputi: informasi Sistem Perkotaan Nasional;
informasi dasar kota-kota otonom; informasi terkait sektor Sumber Daya Air, Bina
Marga, dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
informasi dasar kawasan perkotaan. Sistem tersebut perlu dilakukan pengembangan
sehingga akan menjadikan basis data pusat kawasan perkotaan sebagai bahan untuk
rumusan kebijakan pengembangan perkotaan yang baik dan dapat menangani berbagai
masalah perkotaan secara efektif. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah yaitu
terkelolanya basis data pusat kawasan perkotaan sebagai bahan untuk merumuskan
kebijakan di kawasan perkotaan.
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Gambar 4.14 Kawasan NCICD

Penyusunan Arahan Pengembangan dan Kajian Kependudukan Kawasan Pantai Utara
Jakarta (NCICD) merupakan salah satu kegiatan utama di tahun 2017 dengan tujuan
menyusun studi terkait Pengembangan Infrastruktur di NCICD tanggul A dan tanggul B
terkait aspek tata ruang dan kependudukan dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan
perkotaan yang smart/cerdas (hijau, teknologi, serta berkelanjutan serta berketahanan
iklim dan bencana).

Fokus Lingkup wilayah dalam kegiatan ini yaitu: ruang lingkup wilayah makro dalam
pekerjaan ini meliputi Kawasan NCICD yang terdiri atas Provisi DKI Jakarta, Provinsi
Banten, dan Provinsi Jawa Barat termasuk didalamnya 17 pulau reklamasi yang sudah
ditetapkan di dalam Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta; dan Program Rinci PTPIN meliputi
seluruh wilayah metropolitan Jabodetabek dimana terletak DAS Ciliwung-Cisadane dan
pusat-pusat permukiman yang merupakan dormitory dari sistem metropolitan
Jabodetabek.
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Pada tahun 2017 telah disusun beberapa
Masterplan dan Development Plan
pengembangan Kawasan Perkotaan
yaitu (4 Kota Baru: Sorong, Makassar,
Manado, dan Palembang; 3 Kota
Sedang: Dumai, Tebing Tinggi, dan
Singkawang; 1 Metropolitan Baru Banjar
Bakula; dan Sekitar Danau Toba).

Kawasan Metropolitan Banjarbakula

Gambar 4.15 Konsep Pengembangan
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Pada tahun 2017 telah disusun 20 (dua puluh) Masterplan dan Development Plan KPPN
dengan 10 lokasi yang ditangani oleh Kementerian PUPR yaitu (KPPN Mempawah, KPPN
Luwu Timur, KPPN Morowali, KPPN Pakpak Barat, KPPN Toba Samosir, KPPN Dompu,
KPPN Berau, KPPN Empat Lawang, KPPN Sidenreng Rappang, KPPN Banjar;

Gambar 4.16 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Memberikan dukungan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan infrastruktur strategis
lainnya (non-PUPR) dalam rangka meningkatkan fungsi KPPN sehingga secara umum
memperkuat sistem keterkaitan kota-desa dan menjadi stimulan bagi desa-desa
berkembang dan tertinggal di sekitarnya.

KAWASAN BATURAJA
KAB. EMPAT LAWANG, DAN 
KAB. OGAN KOMERING ULU 

TIMUR

KAWASAN SIDIKALANG
KAB. PAKPAK BHARAT 

DAN KAB. TOBA 
SAMOSIR

KAWASAN TAPAN
KAB. PESISIR SELATAN

KAWASAN PEUREULAK
KAB. ACEH TIMUR

KAWASAN TANJUNG SIAPIAPI
KAB. BANYUASIN

KAWASAN BATIK NAU
KAB. BENGKULU UTARA

KAWASAN MESUJI
KAB. MESUJI, DAN KAB. TULANG 

BAWANG

KAWASAN PRAYA
KAB. LOMBOK TIMUR, DAN 

KAB. LOMBOK BARAT

KAWASAN SUMBAWA BESAR
KAB. SUMBAWA

KAWASAN RAHA
KAB. MUNA DAN KAB. 

MUNA BARAT

KAWASAN SUKADANA
KAB. KAYONG UTARA

KAWASAN SAMBAS
KAB. SAMBAS, KAB. 

KAYONG UTARA DAN KAB. 
BENGKAYANG

KAWASAN RASAU JAYA
KAB. KUBU RAYA DAN 

KAB. MEMPAWAH

KAWASAN SANGATA
KAB. KUTAI TIMUR

KAWASAN PANGKALAN BUN
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

KABUPATEN MARABAHAN
KAB. BANJAR, KAB. BARITO 

KUALA DAN KAB. HULU SUNGAI 
SELATAN

KAWASAN DARUBA
KAB. PULAU DMOROTAI

KAWASAN MABA
KAB. HALMAHERA TIMUR

KAWASAN MISOOL
KAB. RAJA AMPAT

KAWASAN MANOKWARI
KAB. MANOKWARI

KAWASAN ARSO
KAB. JAYAPURA

KAWASAN PINRANG
KAB. PINRANG

KAWASAN BULA
KAB. MALUKU TENGAH DAN KAB. 

SERAM BAGIAN TIMUR

KAWASAN KOLONEDALE
KAB. MOROWALI PROV. SULTENG, KAB. 

KONAWE SELATAN PROV. SULTRA DAN KAB. 
LUWU TIMUR PROV. SULSEL

KAWASAN BARRU
KAB. BARRU, DAN KAB. 
SIDENRENG RAPPANG

KAWASAN TANJUNG PANDAN
KAB. BELITUNG, KAB. 

BELITUNG TIMUR DAN KAB. 
BANGKA SELATAN

KAWASAN MAMUJU
KAB. MAMUJU, DAN KAB. MAMUJU 

TENGAH

KAWASAN BUOL/TOLI-TOLI
KAB. BUOL

KAWASAN KWANDANG
KAB.BOALEMO, KAB. GORONTALO, 

KAB. GORONTALO UTARA

KAWASAN POSO
KAB. POSO

KAWASAN WANGI-WANGI
KAB. WAKATOBI

KAWASAN TANJUNG REDEB
KAB. BERAU

KAWASAN RABA
KAB. DOMPU

KAWASAN LABUAN BAJO
KAB. MANGGARAI BARAT

KAWASAN ENDE
KAB. NGADA, DAN KAB. ENDEKAWASAN CIBALIUNG

KAB. PANDEGLANG

KAWASAN 
BANYUWANGI

KAB. BANYUWANGI

KAWASAN TABANAN
KAB. TABANAN

KAWASAN GERBANG KAYONG
KAB. KAYONG UTARA

KAWASAN MERAUKE
KAB. MERAUKE

KAWASAN PAMEKASAN
KAB. PAMEKASAN, DAN 

SAMPANG

MP/DP TAHUN 2017
WILAYAH BARAT

KAWASAN BATURAJA
KAB. EMPAT LAWANG, DAN 
KAB. OGAN KOMERING ULU 

TIMUR

KAWASAN SIDIKALANG
KAB. PAKPAK BHARAT 

DAN KAB. TOBA 
SAMOSIR

KAWASAN TAPAN
KAB. PESISIR SELATAN

KAWASAN PEUREULAK
KAB. ACEH TIMUR

KAWASAN TANJUNG SIAPIAPI
KAB. BANYUASIN

KAWASAN BATIK NAU
KAB. BENGKULU UTARA

KAWASAN MESUJI
KAB. MESUJI, DAN KAB. TULANG 

BAWANG

KAWASAN PRAYA
KAB. LOMBOK TIMUR, DAN 

KAB. LOMBOK BARAT

KAWASAN SUMBAWA BESAR
KAB. SUMBAWA

KAWASAN RAHA
KAB. MUNA DAN KAB. 

MUNA BARAT

KAWASAN SUKADANA
KAB. KAYONG UTARA

KAWASAN SAMBAS
KAB. SAMBAS, KAB. 

KAYONG UTARA DAN KAB. 
BENGKAYANG

KAWASAN RASAU JAYA
KAB. KUBU RAYA DAN 

KAB. MEMPAWAH

KAWASAN SANGATA
KAB. KUTAI TIMUR

KAWASAN PANGKALAN BUN
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

KABUPATEN MARABAHAN
KAB. BANJAR, KAB. BARITO 

KUALA DAN KAB. HULU SUNGAI 
SELATAN

KAWASAN DARUBA
KAB. PULAU DMOROTAI

KAWASAN MABA
KAB. HALMAHERA TIMUR

KAWASAN MISOOL
KAB. RAJA AMPAT

KAWASAN MANOKWARI
KAB. MANOKWARI

KAWASAN ARSO
KAB. JAYAPURA

KAWASAN PINRANG
KAB. PINRANG

KAWASAN BULA
KAB. MALUKU TENGAH DAN KAB. 

SERAM BAGIAN TIMUR

KAWASAN KOLONEDALE
KAB. MOROWALI PROV. SULTENG, KAB. 

KONAWE SELATAN PROV. SULTRA DAN KAB. 
LUWU TIMUR PROV. SULSEL

KAWASAN BARRU
KAB. BARRU, DAN KAB. 
SIDENRENG RAPPANG

KAWASAN TANJUNG PANDAN
KAB. BELITUNG, KAB. 

BELITUNG TIMUR DAN KAB. 
BANGKA SELATAN

KAWASAN MAMUJU
KAB. MAMUJU, DAN KAB. MAMUJU 

TENGAH

KAWASAN BUOL/TOLI-TOLI
KAB. BUOL

KAWASAN KWANDANG
KAB.BOALEMO, KAB. GORONTALO, 

KAB. GORONTALO UTARA

KAWASAN POSO
KAB. POSO

KAWASAN WANGI-WANGI
KAB. WAKATOBI

KAWASAN TANJUNG REDEB
KAB. BERAU

KAWASAN RABA
KAB. DOMPU

KAWASAN LABUAN BAJO
KAB. MANGGARAI BARAT

KAWASAN ENDE
KAB. NGADA, DAN KAB. ENDEKAWASAN CIBALIUNG

KAB. PANDEGLANG

KAWASAN 
BANYUWANGI

KAB. BANYUWANGI

KAWASAN TABANAN
KAB. TABANAN

KAWASAN GERBANG KAYONG
KAB. KAYONG UTARA

KAWASAN MERAUKE
KAB. MERAUKE

KAWASAN PAMEKASAN
KAB. PAMEKASAN, DAN 

SAMPANG

MP/DP TAHUN 2017
WILAYAH TIMUR



Tabel 4.21 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Dukungan Manajemen
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No. Output Target Capaian Rincian

1 Laporan pembinaan dan

pengelolaan kepegawaian, 

organisasi dan tata laksana.

7 7
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2015

Buku Panduan Sistem Manajamen

Mutu ISO 9001:2015 Sekretariat

BPIW

Buku Profil SDM BPIW

Buku Proker Kepegawaian

Buku Standar Kompetensi

Buku Tata Laksaana Kerja BPIW

SOP Kesekretariatan dan Pusat

2 Laporan perencanaan

anggaran, evaluasi kinerja, 

serta pengelolaan data dan

informasi

10 11 Sitem Data warehouse BPIW

Road Map Sistem Informasi BPIW 

Data Spasial WPS 

Program BPIW dan Sekretariat BPIW

Perjanjian Kinerja BPIW dan

Sekretariat BPIW

Dokumen Rencana Aksi (T0) dan

Monev Triwulanan (T1-T4) BPIW dan

Sekretariat BPIW

Laporan Kinerja BPIW dan

Sekretariat BPIW

Buku Tahunan BPIW dan Sekretariat

BPIW

Pemutakhiran Website BPIW

Buku Katalog

Buku Profil WPS 17 Sumbawa Besar-

Dompu-Bima



Tabel 4.21 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Dukungan Manajemen
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No. Output Target Capaian Rincian

3 Laporan pelayanan umum, 

pengelolaan keuangan dan

BMN

10 11
Sistem Pengendalian Pengelolaan

Keuangan

Laporan BMN Tahunan

Laporan BMN Bulanan dan Semester 

Laporan BMN Adudited

Laporan Persedian Bulanan dan

Semester  

Laporan Persediaan Audited

Laporan Pengelolaan Perkantoran

BPIW

Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Bulanan, 

Triwulan dan Semester 

Laporan Keuangan Adudited

Proses Bisnis BPIW

4 Laporan penyelenggaran

bantuan hukum, kerjasama

dan komunikasi publik
12 12

Buku Identifikasi Prospek Kerjasama
Pembangunan Infrastruktur Berbasis
Kewilayahan

Konsep Pengembangan Kerjasama
Infrastruktur

Draft Rapermen Rencana Terpadu
dan Pemrograman Infrastruktur
PUPR
Laporan Penyusunan Konsepsi
Hukum Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah

Buletin Sinergi

Videografis BPIW

Penyelenggaraan Pameran

Penyelenggaraan Talkshow dan
Advertorial

Penyelenggaraan Konferensi Pers

Laporan Pengelolaan Sistem
Layanan Informasi Keterpaduan
Infrastruktur PUPR

Dokumen Kerjasama BPIW - MAUNG 
Foundation

Dokumen Kerjasama BPIW -
Universitas Darma Persada



140

Gambar 4.17  Data Warehouse BPIW

Pemutakhiran Sistem Database Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi salah satu
kegiatan utama di tahun 2017. Sebagai unit organisasi baru yang ditetapkan pada Tahun
2015, BPIW telah membangun suatu sistem database terkait output BPIW, terutama
mengenai pengembangan infrastruktur wilayah. Sistem ini dibangun dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW. Untuk mengoptimalkan sistem
database BPIW ini, diperlukan pembaharuan konsep, yang lebih banyak mengakomodasi
berbagai jenis data. Data-data yang sudah dihimpun dalam database perlu diolah lebih
lanjut sehingga dapat dibangun suatu sistem database yang termutakhirkan sesuai
dengan perkembangan teknologi terkini yaitu teknologi big data. Ouput yang dihasilkan
dalam kegiatan ini berupa Road Map dan data Warehouse BPIW. Road Map Sistem
Informasi di lingkungan BPIW dirancang untuk tahun 2017-2020 yang dditujukan untuk
tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi yang melipuri sistem informasi
eksisting, sistem informasi yang akan di bangun dan sistem informasi yang akan
dikembangkan di lingkungan BPIW. Sedangkan Data Warehouse BPIW merupakan
pengembangan dari Bank Data BPIW dimana dalam pengembangannya menambahkan
beberapa fitur tambahan seperti artikel terkait pengembangan infrastruktur wilayah,
news and social media analytic, infografis, dan Bank Data itu sendiri. Selain itu dihasilkan
juga data spasial terkait WPS yang dimutakhirkan.
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Identifikasi terhadap prospek kerjasama
pengembangan infrastruktur wilayah di
masa yang akan datang sangatlah
penting untuk memberikan gambaran
bagi semua pihak mengenai bagaimana
pemenuhan gap pembiayan
pembangunan infrastruktur dapat
tertutupi melalui skema kerja sama.
Buku Prospek Kerja Sama merupakan
hasil akhir dari pelaksanaan pekerjaan
yang memuat konsep, bentuk kerja
sama, skema pembiayaan, tata cara
pelaksanaan kerja sama pengembangan
infrastruktur wilayah, hasil pemetaan
prospek wilayah/kawasan yang siap
dikerjasamakan, mekanisme monitoring
dan evaluasi, serta kebutuhan
kelembagaan.

Penyusunan Prospek Kerja Sama Keterpaduan Wilayah menjadi salah satu kegiatan
utama dalam pelayanan Hukum Kerjasama, dan Informasi. Prospek kerja sama disusun
sebagai arahan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan
keterpaduan infrastruktur wilayah. Dukungan pendanaan dari APBN masih terbatas dan
memerlukan keterlibatan mitra-mitra kerja yang dapat ikut serta membangun
infrastruktur PUPR. Untuk menarik minat dari kalangan swasta dan masyarakat, perlu
adanya suatu kajian dan penilaian terhadap lingkup kawasan atau wilayah yang memiliki
prospek yang baik untuk dikerjasamakan sehingga nantinya pembangunan infrastruktur
juga dapat memberi keuntungan bagi mitra kerja Kementerian PUPR.

Gambar 4.18 Buku Prospek Kerjasama
Pembangunan Infrastruktur Berbasis
Kawasan



4.3 Analisis Kinerja Organisasi

Dalam mendukung kinerja organisasi BPIW dalam pembangunan infrastruktur PUPR
yang terpadu dengan pengembangan wilayah, sumber daya yang menjadi input menjadi
faktor yang sangat penting dalam menentukan kinerja organisasi. Peningkatan nilai
keterpaduan Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 secara umum lebih disebabkan
peningkatan nilai keterpaduan perencanaan, kesinkronan program, dan keterpaduan
pelaksanaan. Pengehematan anggaran yang terjadi pada tahun 2016 cukup signifikan
sehingga pencapaian tidak optimal. Pada tahun 2017 in penyesuaian anggaran tidak
berpengaruh signifikan sehingga secara umum pencapaian sasaran kinerja BPIW dapat
meningkat.

4.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun yang menjadi pengungkit keberhasilan pencapaian kinerja BPIW adalah:

1. Pada TA 2017 penyesuaian anggaran tidak terlalu signifikan bila dibandingkan
dengan TA 2016;

2. Pada tahun 2016 masih menggunakan acuan dokumen renstra saja, sementara pada
tahun 2017, selain menggunakan dokumen renstra juga menggunakan dokumen
perencanaan secara komprehensif, yang terdiri dari: RTRWN/P, RPJPMN/D, Renstra,
RIPI, MPDP. Jika tidak terdapat dalam dokumen perencanaan diatas, maka dapat
dipastikan program tersebut bersifat direktif;

3. Program arahan BPIW pada tahun 2017 sudah mengacu pada hasil prakonreg 2016,
sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 masih mengacu pada hasil pra konreg
masing-masing Unor;

4. Perencanaan program dan kegiatan BPIW sudah mengikuti arahan kebijakan
nasional yakni money follow program dan program-program prioritas nasional.

4.3.2 Analisis Kelemahan

Adapun dalam pencapaian kinerja BPIW terdapat hal-hal yang menjadi penghambat di 
tahun 2017 ini yaitu:
1. Proses Bisnis BPIW saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sehingga

masih diperlukan koordinasi yang kuat antar pusat untuk menghasilkan output yang
inovatif, mudah diimplementasikan, serta mudah dipahami oleh sektor;

2. Alat ukur keterpaduan yang digunakan masih bergantung pada anggaran, sehingga
hasil perhitungan tingkat keterpadauan sangat bergantung pada besarnya anggaran
sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan;

3. Adanya beberapa program yang didrop akan berpengaruh secara langsung terhadap
besarnya nilai keterpaduan.
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4.4 Efisiensi dan Efektivitas

4.4.1 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Gambar 4.19 Perbandingan SDM BPIW Tahun 2017 dengan tahun 2016

Efisien penggunaan sumber daya manusia BPIW dapat dilihat dari jumlah SDM PNS nya
yang semakin berkurang bila dibandingkan tahun sebelumnya. kebutuhan SDM PNS
yang memadai sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPIW yang
strategis dalam Perencanaan dan Pemrograman infrastruktur PUPR. Berdasarkan
analisis beban kerja (ABK), kebutuhan pegawai BPIW sebanyak 303 orang dengan selisih
antara kebutuhan dengan PNS yang ada tahun 2017 sebanyak 127 orang. Jumlah
tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2016 dengan selisih 121 orang. Dengan lebih
terbatasnya PNS, di tahun 2017 kinerja BPIW dapat lebih baik dibandingkan tahun 2016.

PNS Non-PNS Profesional/KI Non-PNS
Pendukung/honorer

182

158

102

176 168

100

2016 2017
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2016

2017

Kebutuhan = 303 orang 

PNS = 182 Kekurangan = 121

PNS = 176 Kekurangan = 127



4.4.2 DIPA

Sesuai dengan dokumen DIPA tahun anggaran 2017 (APBN-P), BPIW mengelola pagu
anggaran sebesar Rp 256,263,528,000 untuk mendukung tugas dan fungsi dalam
menangani isu-isu strategis dalam pembangunan infrastruktur PUPR dalam
pengembangan wilayah serta mensinkronkan program-program PUPR untuk
membangun infrastruktur PUPR yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada
masyarakat.

Tabel 4.22 Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2017

Sumber: e-monitoring status:18 Januari 2017

Pada tahun 2016 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mengalami 4 kali
perubahan pagu anggaran, sedangkan pada tahun 2017 ini hanya terjadi 2 kali
perubahan. Pagu awal BPIW tahun 2017 sesuai dengan DIPA sebesar Rp
263,263,528,000. Perubahan pertama karena adanya APBN-P yang mengurangi pagu
BPIW sebesar 7 M dari belanja barang dengan tidak mengurangi target output.
Sedangkan perubahan kedua hanya merupakan rekomposisi sisa lelang untuk Anjungan
Cerdas Rambut Siwi, secara total pagu BPIW tidak berubah akan tetapi komposisi pagu
dari masing-masing Pusat mengalami perubahan. Pagu anggaran BPIW pada tahun
anggaran 2017 setelah Rekomposisi sisa lelang sebesar Rp 256,263,528,000.

Satker Pagu (DIPA) Realisasi (DIPA)

(Rp Ribu) %

SEKRETARIAT 73.907.192.000 61.716.459.000 83,51

PUSAT 1 38.293.799.000 37.960.034.000 99,13

PUSAT 2 35.251.225.000 34.644.643.000 98,28

PUSAT 3 68.420.276.000 67.097.446.000 98,07

PUSAT 4 40.391.036.000 40.152.172.000 99,41

TOTAL 256.263.528.000 241.570.753.000 94,27
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Gambar 4.20 Perbandingan Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2017, tahun 2016 menurut
pagu DIPA (APBN,) dan pagu efektif

Berbicara efisiensi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya. Jika dilihat berdasarkan
pagu, pada tahun 2016 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki pagu
(APBN-P) sebesar sebesar Rp 414.934.398.000 dengan pagu efektif sebesar Rp
375.134.398.000 dapat terserap sebesar Rp 340.957.499.000 dengan persentase
terhadap pagu APBN-P 82,17% dan terhadap pagu efektif (90,89). Tahun 2017 pagu
BPIW sebesar Rp 256.263.528.000 dapat terserap sebesar Rp 241.570.753.000 atau
94,27% (status 18 Januari 2018). Berdasarkan perbandingan kinerja penyerapan
anggaran pada kedua tahun tersebut, tahun 2017 sudah lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2016 baik terhadap realisasi pagu DIPA maupun terhadap realisasi pagu
efektif. Dengan anggaran yang lebih terbatas, BPIW tetap mampu memaksimalkan
capaian output maupuan capaian outcome pada tahun 2017.
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5

PENUTUP
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BAB 5  
PENUTUP

5.1 Permasalahan

Sebagai sebuah organisasi yang memegang peranan strategis dalam hal perencanaan
dan pemrograman di Kementerian PUPR, masih terdapat permasalahan yang
menghambat dalam pencapaian kinerja BPIW di tahun 2017 antara lain:

1. Terdapat alokasi belanja pegawai yang tidak terserap sebesar 11,078 M (4,29%)
karena dialokasikan untuk pegawai balai di daerah dan tambahan PNS;

2. Terjadi sejumlah bencana di sekitar lokasi pembangunan fasilitas Anjungan Cerdas
sebagai inkubator kawasan. Bencana tersebut tidak mempengaruhi lokasi maupun
aset yang telah terbangun di dalam lokasi, namun tetap mempengaruhi waktu
pengerjaan karena terhambatnya pengiriman bahan, dan karena alat berat yang
tersedia dipinjam untuk mengevakuasi dan membuka akses ke wilayah-wilayah
yang terdampak;

3. Pendampingan proses pemberian loan dan kerjasama anatara Bank Dunia dan
Kementerian PUPR, c.q. BPIW. Proses lelang yang dilakukan harus sesuai dengan
ketentuan dari Bank Dunia dan Kementerian PUPR. Penyesuaian ini juga harus
melalui proses diskusi yang detil dan cukup panjang. Oleh karena itu, proses lelang
mengalami keterlambatan dari target yang telah ditentukan. Hingga akhir
Desember, lelang masih dalam proses walaupun target pelaksanaan pekerjaan
adalah tahun 2017. Hal ini juga yang menyebabkan tertundanya penyerapan dana
kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan loan;

4. Adanya kebijakan rekomposisi anggaran sisa lelang untuk pekerjaan tahun jamak
sehingga perlu dilakukan kembali revisi anggaran;

5. Terdapat beberapa kegiatan yang bergantung pada input dari Unit Organisasi
lainnya (sequensial), sehingga jika input terlambat maka akan mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan;

6. Terbatasnya SDM (PNS) untuk menunjang tugas dan fungsi BPIW;

7. Perubahan lokasi-lokasi kegiatan karena ada dinamika kebutuhan lokus baru;

8. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pelaksanan
kegiatan;

9. Kurang tertibnya adminsitrasi pertanggungjawaban kegiatan
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5.2 Langkah Ke Depan

Dalam rangka perencanaan, pelaksanan dan capaian program yang lebih baik
diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan Bisnis Proses untuk memperoleh input
program, sehingga bahan usulan program yang disampaikan dalam Pra Konreg
merupakan program yang disusun dari proses perencanaan yang baik, tepat, dan
matang;

2. Menjadi lembaga yang mampu berperan sebagai integrator program sehingga
menjadi acuan Unit Organisasi PUPR dengan harapan BPIW harus selalu inovatif
dan dapat menjadi center of excellence;

3. Master Plan (MP) dan Development Plan (DP) disusun secara inovatif dan berbasis
pengembangan wilayah (tidak berupa hasil kompilasi program) serta disosialisakan
kepada unit-unit di lingkungan Kementerian PUPR serta Kementerian/Lembaga
lainya;

4. Perlu dilakukan penajaman dan evaluasi konsep WPS agar perencanaan dan
pemograman infrastruktur di wilayah/kawasan tersebut lebih efektif;

5. Percepatan terhadap Pelaksanaan Integrated Master Plan dari skema PHLN (IMP
Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika) baik proses adminstrasi maupun
penyiapan subtansi;

6. Menyiapkan konsep analisis dan manfaat pembangunan infrastruktur terpadu
bidang PUPR;

7. Menuntaskan Pekerjaan MYC Pembangunan Anjungan Cerdas;

8. Menata kembali kegiatan yang bernuansa rapat, FGD dan konsinyasi, untuk lebih
selektif dan sesuai dengan kebutuhan. Perbanyak kegiatan survei untuk
mengetahui kebutuhan infrastruktur serta menyiapkan terobosan dan inovasi;

9. Pembinaan SDM BPIW yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi;
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